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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum
Transliterasi merupakan pemalingan bentuk tulisan bahasa Arab
untuk diubah menjadi bentuk tulisan bahasa Indonesia, bukan
menerjemahkan antara bahasa satu ke bahasa yang satunya, tetapi
menuliskan ejaan seperti nama orang bangsa Arab ditulis dengan ejaan
tulisan bahasa Indonesia (tulisan latin), sedangkan nama selain bangsa
Arab akan ditulis sama persis seperti nama di tulisan nama nasionalnya.
Hal ini berlaku terhadap setiap bagian dari penelitan ini baik dari daftar isi,
latar belakang, hingga rujukan yang merupakan akhir dari penelitian ini.
B. Konsonan
Arab | Nama Latin Arab Nama Latin
\ Alif | Tidak Dilambangkan | o= Dho =dh
< Ba =b L Tho =th
< Ta =t L Dzho = dzh
< Tsa =s & ‘ain = ¢
z Ja =] ¢ Ghoin =g
z Ha =h - Fa =f
d Kha =kh a Qoq =q
2 Da =d & Kaf =k
3 Dza =dz J Lam =1
B Ro =r 2 Mim =m
B Zay =z O Nun =n
o Sa =s B Waw =w

Xii




Sya =sy J Ha =h

Shod =sh Ya =y

W%

Hamzah (¢) yang dilambangkan dengan bentuk huruf alif, apabila
posisinya terletak di awal kata, maka penulisannya sesuai dengan
vokalnya, digantikan atau dilambangkan, akan tetapi apabila posisi huruf
tersebut berada di tengan atau di akhir kata, maka penulisannya
menggunakan tanda koma di atas (’) berbeda dengan tanda sebagaimana

biasanya (‘) untuk penulisan huruf ¢

. Vokal Panjang dan Diftong
Penulisan harakat pada huruf Bahasa Arab dalam tulisan latin
(Bahasa Indonesia) harakat fathah ditulis dengan vokal “a” harakat kasrah
ditulis “1” sedangkan harakat dhommah ditulis dengan ‘“u”, Adapun
penulisan panjang dari masing-masing harakat tersebut, akan dijelaskan

melalui tabel berikut:

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong
a L A S - ay
i §----- I - aw
u Sm===- u L ba’

Khusus dalam penulisan huruf ya’ nisbat, sedangkan penulisan
difrong, wawu dan huruf ya’, setelah harakat fathah penulisannya dengan

“aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut:

1. Diftong (aw) = s seperti kalimat << menjadi Syaubun

2. Diftong (ay) = « seperti kalimat (s menjadi jaisyun

Xiii




D. Ta’ Marbuthoh (3)

Huruf ta’ marbuthoh ditulis dengan menggunakan huruf “t” apa
bila huruf tersebut berada di tengah kalimat, namun apabila keberadaan
huruf tersebut berada di akhir kalimat, maka penulisan huruf tersebut
ditulis dengan huruf “h” contohnya 4la 3/« maka dutulis dengan mar’ah

jamilah.

E. Kata Sandang dan lafaz Al-jalalah
Penulisan kata “al” (J) dalam Bahasa Arab penulisannya
menggunakan huruf kecil, terkecuali apabila huruf tersebut berada di awal
kalimat, sedangkan apabila huruf “al” tersebut berada ditengah-tengah
kalimat, dan didalam lafaz jalalah maka dihilangkan, contohnya sebagai
berikut:

1. Al-Imam al-Muslim berpendapat
2. Al-Fajari mengatakan di dalam kitabnya
3. Wallahu a’lam

4. Billahi wa birrosulihi

F. Nama dan kata Arab yang Terindonesiakan
Pada dasarnya setiap penulisan Bahasa Arab dalam penelitian
harus ditulis berdasarkan transliterasi, akan tetapi bila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia, atau kata Bahasa Arab yang
telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis berdasarkan trasnliterasi,

sebagai contoh yakni:

1. Fakhrurrazi, mantan mentri di Kementrian Agama
2. Amin Rais, mantan ketua MPR

3. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden ke empat
4. Kursi adalah benda yang difungsikan untuk duduk

5. Sabun mandi, dan lain sebagainya.
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ABSTRAK

Halim, Ardillah., 18781024, 2022, Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 69/Puu-Xiii/2015 dalam Perspektif
Maslahah Mursalah. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) (2)

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Maslahah Mursalah

Perjanjian perkawinan menjadi salah satu upaya hukum yang dapat
digunakan untuk melindungi bagi masing-masing pihak dalam sebuah ikatan
pernikahan. Belakangan ini perjanjian perkawinan menjadi hal yang familiar dan
dipilih masyarakat, meskipun dalam konteks masyarakat Indonesia masih
dianggap aneh dan tabu karena berbeda dengan pola pemikiran yang condong
mengangkat ketentuan agama dan budaya. Namun dengan pentingnya perjanjian
perkawinan bagi sebagian kalangan, kemudian menjadi salah satu hal penting dan
tidak dapat dipandang ringan karena hal ini langsung berhubungan dengan
kehidupan setiap pasangan suami isteri. Atas dasar alasan-alasan inilah penulis
tertarik untuk  membahas perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan
hukum bagi pasangan suami isteri perspektif maslahah mursalah.

Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi beberapa
permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana ketentuanperjanjian perkawinan
yang dibuat setelah berlakunya putusan MK No 69/PUU-XI1/2015?, 2)
Bagaimana perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
pasangansuami isteri perspektif Maslahah ~ Mursalah?.  Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normatif legal research)
atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu dengan mengurai
konsep perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan
suami isteri.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pertama, Putusan MK No
69/PUU-XI11/2015 tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman dalam membuat
perjanjian perkawinan yang menguntungkan  kedua belah pihak,  yaitu pihak
suami ataupun pihak isteri. 2) Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11/2015 sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan.  Produk
hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 sudah
mengandung unsur maslahah karena berdasarkan Maqasid Syariah yaitu untuk
menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Aspek yang lebih penting
lainnya  karena tidak bertentangan dengan  Al-Qur’an dan sunnah. Pada
prinsipnya ketika Putusan MK No 69/PUU-XI11/2015 sejalan dengan prinsip
maslahah mursalah yaitu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhi
keburukan.
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ABSTRACT

Halim, Ardillah., 18781024, 2022, Analysis of Marriage Agreements According to
the Decision of the Constitutional Court Number 69/Puu-Xiii/2015 in  the
Perspective of Maslahah Mursalah. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Study
Program Postgraduate Malang State Islamic University, Supervisors: (1) (2)

Keywords: Marriage Agreement, Maslahah Mursalah

The marriage agreement is one of the legal remedies that can be used to
protect each party in a marriage bond. Lately, marriage agreements have become a
familiar thing and are chosen by the community, although in the context of
Indonesian society it is still considered strange and taboo because it
is different from the pattern of thinking that tends to elevate religious and cultural
provisions. However, with the importance of the marriage agreement for some
people, then it becomes one of the important things and cannot be taken lightly
because it is directly related to the life of every married couple. On the basis of
these reasons, the author is interested in discussing the marriage agreement as a
form of legal protection for married couples from the perspective of maslahah
mursalah.

The problems studied in this study include the following problems: 1)
How are the provisions of the marriage agreement made after the enactment of
the Constitutional Court's decision No. 69/PUU-XI11/2015?, 2) How is marriage
agreement as a form of legal protection for married couples from the perspective
of maslahah mursalah?. This study uses a normative legal research approach or
also known as doctrinal legal research, namely by unraveling the concept of a
marriage agreement as a form of legal protection for married couples.

The results of this indicate that: 1)  First,  the Constitutional Court
Decision No. 69/PUU-XI1/2015 aims to bea uide inmaking a marriage
agreement that benefits both parties, namely the husband or wife. 2) Second, the
Constitutional Court Decision Number 69/PUU-X111/2015 is in accordance with
the benefit principle. The legal product of the Constitutional Court's decision
Number 69/PUU-XI111/2015 already contains elements of maslahah because it is
based on Magasid Syariah, namely to protect religion, soul, mind, property, and
offspring. Another more important aspect because it does not conflict with the
Qur'an and Sunnah. In principle, when the Constitutional Court Decision No.
69/PUU-XI11/2015 is in line with the principle of maslahah mursalah, which aims
to bring good and stay away from evil.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XI11/2015 merupakan
produk hukum yang bermula dari proses judicial review. Lahirnya putusan ini
karena permohonan uji materiil yang diajukan oleh Ny. lke Farida.
Permohonan yang dilaksanakan tersebut pada dasarnya pada ketentuan yang
tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan).! Proses permohonan tersesebut berdasar pada masa dibuatnya
perjanjian perkawinan serta perubahan yang mengaturnya, serta pada pokoknya
juga menegaskan mengenai hak dan batasan mengenai percampuran harga
setelah adanya pernikahan pada aspek Hak Milik dan Hak Guna Bangunan,
dengan mengecualikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan ketika perkawinan
terjadi antara WNI dan WNA.2

Perjanjian perkawainan pada dasarnya dapat terjadi atau ketika dua
belah pihak yang bersepakat untuk menjalin perkawinan, ikatan yang terjadi
antara laki-laki dan perempuan tersebut kemudian juga dapat menimbulkan

percampuran harta. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 1

! Damian Agata Yuvens. “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015." Jurnal Konstitusional, Vol 14, No 4 (2017).

2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XI11/2015, 13, 16
dan 28-34.


https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/42

Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1).® Pandanngan lain mengenai terjadinya
percampuran harta, terhitung setelah adanya ikatan. Atau harta-harta tersebut
diperoleh setelah keduanya menikah, baik yang sebelum menikah maka
kemudian harta tersebut masih menjadi milik masing-masing pihak.*

Terjadinya percampuran harta tersebut terhitung sebelum dan sesudah
adanya pernikahan, ini menjadi batasan yang mendasar dalam hal percampuran
harta. Dalam hal ini, kemudian harta yang diperoleh masing-masing juga dapat
diberikan kepada pewarisnya, sehingga tidak ada ketentuan yang malarang atau
menghatuskan harta sebelum menikah tidak boleh diwariskan. Namun secara
umum harta milik orang tua, seyogyanya diwariskan kepada orang lain baik
keturunan, saudara, atau seseorang yang ditunjuk berdasarkan dengan surat
wasiat.

Pandangan hukum positif kemudian memberikan kesempatan kepada
masing-masing pihak, baik suami atau isteri untuk dapat memisahkan hartanya
yang diperoleh masing-masing. Terutama pemisahan harta yang dilaksanakan
setelah pelaksanaan berlangsung, karena tentunya setelah adanya ikatan
pernikahan kemudian harta yang diperoleh merupakan harta bersama. Untuk

itulah kemudian hukum positif memberikan kesempatan kepada kedua belah

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1
Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 35 ayat (1).

* 1bid.

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35
ayat (2).



pihak, apabila berkehendak untuk memisahkan hartanya masing-masing
meskipun telah berstatus suami isteri.®

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu PMK No. 69/PUU-
XI111/2015 pada dasarnya disahkan pada poin ketentuan dasar mengenai masa
pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat,” masa berakhirnya,® serta masa
berlaku atas penajuan tersebut. Artinya dalam PMK No. 69/PUU-XII1/2015
tersebut jelas yang mana ada kapan dibuat, kapan berakhir, dan tenggang
berlakunya perjanjian kawin.® PMK No. 69/PUU-XII1/2015 ini kemudian
dengan jelas memberikan ketegasan, khususnya pada sisi masa berlakunya
perjanjian perkawinan, sehingga tidak hanya sekedar memberikan penjelasan
mengenai poin-pon ketentuan perjanjian perkawinannya saja.

Ikatan perkawinan yang terjalin kemudian juga dapat suatu saat
menimbulkan hal-hal buruk berhubungan dengan harta, sehingga munculah
perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sendiri kemudian dijelaskan
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.’® Namun
dalam Undang-Undang tersebut belum secara rinci dijelaskan dengan detail

perihal poin-poin perjanjian perkawinan, yang kemudian menjadi salah satu

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29
dan Pasal 66.

7 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XI11/2015, 154
dan 156.

8 1bid, 157.

® 1bid, 154 dan 156-157.

10 Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum
Dan  Sesudah  Berlakunya Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  Tentang
Perkawinan," Ensiklopedia Of Journal 1.2, (2019).



alasan yang memunculkan judicial review dan lahirlah PMK No. 69/PUU-
XI111/2015.

Hukum positif menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan yang
diadopsi dalam istilah Belanda “huwelijksevoorwaarden” tertuang dalam
Burgerlijk Wetboek. Istilah asal perjanjian perkawinan ini dijelaskan dalam
KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Inpres Nomor 1
tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebut
menjelaskan mengenai dasar perjanjian perkawinan yang tidak terbatas pada
masalah yang berhubungan dengan harta saja, melainkan juga semua faktor
yang berhubungan dengan rumah tangga yang disepakati oleh kedua pihak
yang membuat perjanjian, misalnya saja kekerasan dalam rumah tangga.*

Menilik dari sejarahanya, perjanjian perkawinan di Indonesia
diperkenankan dibuat sejak berlakukanya Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) pada 1 Mei 1848 silam. Hingga berkembang dan
mendapatkan penagasan-penagasan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, hingga akhirnya belakangan ini lahirnya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015. Esensi mendasar perjanjian
perkawinan sendiri dalam pandangan hukum positif juga tidak bertentangan
dengan syara’, khususnya hukum Islam. Karena tujuan dari perjanjian
perkawinan ini dilandaskan untuk menjaga semua pihak agar tidak saling

merugi pasca timbulnya ikatan pernikahan.

1 Muchsin, Perjanjian Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Nasional, (Jakarta: Varia
Peradilan No.273 edisi Agustus 2008), 7.



Pernjajian perkawinan pada dasarnya dibentuk untuk melindungi,
konsep melindungi inilah yang kemudian jika dikorelasikan dengan ajaran
agama Islam juga menjadi hal penting untuk saling menjaga dan melindungi
pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Khususnya konteks perlindungan
hukum ini sangat memberikan manfaat bagi pihak isteri, karena dipandang
menjadi kaum yang lemah. Selain itu, isteri juga menjadi pihak yang paling
rentan pada pernikahan yang tidak ideal, misalnya kekerasan dalam rumah
tangga, poligami, dan berbagai faktor lainnya. Konsep perlindungan hukum ini
kemudian juga sejalan dengan prinsip maslahah yaitu berupaya untuk mencari
manfaat sebesar-besarnya, dan menjauhi atau menolak kemudaratan. Salah
satunya sesuai dengan maslahah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. *?

Konsep maslahah mursalah dalam pandangan Al-Ghazali menjelaskan
maslahah merupakan sebuah tujuan untuk mencari kebaikan dan menghindari
keburukan dalam pandangan akal sehat manusia, namun catatannya prinsip ini
juga harus sejalan dengan tujuan syara’ dan tidak bertentangan dengan syara’.
Korelasi antara pandangan hukum positif dan konsep maslahah ini pada
dasarnya juga sejalan, karena sama-sama bertujuan untuk mencari kebaikan
dan menghindari keburukan. Kemudian prinsip maslahah Al-Ghazali juga
tidak bertentangan dengan ketentuan syara’. Khususnya dalam hal perkawinan
maka prinsip maslahah Al-Ghazali juga diperbolehkan digunakan, karena tidak

bertentangan dengan ketentuan syara’.*3

2 Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis,
2011), 538.
13 Ibid.



Maslahah hakikatnya merupakan pandangan yang dibentuk oleh
manusia, dengan batasan yaitu tidak keluar dari ketentuan syara’. Al-Ghazali
merumuskan bahwa konsep maslahah yang dikemukakaknnya sejalan dengan
ketentuan syara’, iapun juga menegaskan dalam menentukan maslahah juga
tidak boleh bertentangan dengan dalil syara’ yang menjadi pedoman utama.
Sepanjang produk maslahah ini tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan
sunnah, maupun ijma’ ulama yang telah disepakati, maka produk maslahah
sangat diperbolehkan. 4

Prinsip mengenai perjanjian perkawinan dalam ajaran agama Islam
pada dasarnya tidak dikenal istilah tersebut, karena ketentuan dalam
pernikahan telah tertuang dalam rukun nikah dan syarat sah nikah. Ini adalah
ketentuan mendasar sekaligus mengikat, yangmana menjadi landasan bagi
suami isteri dalam menjalani hubungan atau ikatan pernikahan.*® Dalam ajaran
Islam itu, hanya dikenal ketentuan syara’ berupa sukun dan syarat nikah yang
harus dipenuhi ketika malaksanakan pernikahan. Utamanya pada poin ini
mencakup ijab dan kabul atau akad nikah, ijab merupakan diucapkan oleh wali,
sedangkan kabul ialah diucapkan oleh mempelai pria dengan disaksikan oleh
dua orang saksi.*®

Prinsip yang termuat dalam maslahah ini tidak hanya pokok berurusan
dengan duniawi saja, melainkan juga berhubungan dengan kepentingan akhirat.

Inilah yang menjadi arti pentingnya adanya konsep maslahah dalam ikatan

14 Zaky ad-Din Sya’ban, Ushul Al-figh al-Islam, (Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1965), 173.

15 Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani,
2002), 67-68.

16 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),
113.



pernikahan. Prinsip maslahah memberikan pamahaman agar mementingkan
dunia dan akhirat, inilah yang menjadi pokok utama prinsip tersebut. Apabila
sebuah aturan mengandung maslahah atau memberikan manfaat dunia dan
akhirat maka hal ini sangat diperbolehkan.’

Maslahah dalam prinsip tersebut kemudian juga dipahami tidak terbatas
pada hal-hal yang bersifat fisik saja, namun lebih dalam lagi juga berhubungan
dengan fisik dan jiwa (rohani) manusia. Konsep ini sejalan dengan pandangan
ulama Ushul Figh, terdapat dua unsur penting yang menjadi pembentuk
manusia yaitu unsur fisik dan unsur rohani. Hal ini kemudian dapat
diinteprestasikan manusia dalam menjalani kehidupannya memiliki aspek yang
komprehensif, munculah ajaran agama berupa Agidah dan Syariat yang
menjadi petunjuk agar kehidupan manusia berjalan sesuai dengan ajaran Islam.
Konsep ini kemudian juga dapat dipandang sebagai kemasalahan agama yang
digunakan seseorang untuk mendapatkan kemasalahan dunia dan akhirat,
sehingga menjadi pandangan umum mengapa prinsip maslahah dalam
pernikahan juga merupakan hal yang diperbolehkan.®

Maslahah pada dasarnya dapat dinilai atau dianggap sebagai faktor
penting dalam sebuah ikatan perkawinan, dengan adanya maslahah menjadikan
ketentuan yang dapat digunakan untuk mengatur ikatan perkawinan supaya
berlangsung dengan sempurna yang sejalan dengan ketentuan agama atau
syara’. Pada dasanya pernikahan adalah salah satu kejadian penting yang tidak

dapat dianggap sepela dalam kehidupan setiap manusia. Pernikahan dalam

17 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Figh, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 13.
18 I bid.



pandangan hukum positif adalah hal penting, bergitupun pernikahan dalam
pandangan syara’ juga merupakan hal yang penting. Bahkan dengan ikatan
inipun juga menjadi sebuah faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan
seseorang baik dalam pandangan dunia ataupun akhirat.*®

Prinsip maslahah menjadi salah satu keilmuan yang sangat sedikit
ditemukan referensinya, baik maslahah sebagai furu atau maslahah sebagai
ushul karena tidak adanya nash yang mengatur prinsip ini. Namun ketika
prinsip ini tidak bertententangan dengan syara’ maka hal ini juga tidak bisa
dipandang menjadi sebuah hal yang salah, mengingat asal hukumnya tidak
ditemukan. Namun dengan tujuan yang termuat dalam maslahah ini merupakan
baik atau positif serta berupaya untuk mencari kebaikan dan menghindari
keburukan dalam pernikahan, maka hal ini merupakan hal yang baik. Prinsip
maslahah ini juga pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat
dan ketentuan Undang-Undang.?

Perjanjian perkawinan pada dasarnya bagi sebagian masyarakat masih
dipandang merupakan bukan hal yang etis, masuk akal, dan sejalan dengan
norma budaya ketimuran yang menunjung tinggi norma dan etika. Karena pada
dasarnya dengan syara’ pernikahan tentunya sudah diatur dengan baik.
Terlepas dari hal ini perjajian perkawinan memberikan keuntungan yang positif
dan menghindari potensi negatif dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana

penelitian  Situmeang menjelaskan pada dasarnya pernikahan yang

19 Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak
dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan), (Jakarta: Rizkita, 2009), 128.

20 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada
tanggal 22 Desember 2020, Pukul 09.00 WIB



dilaksanakan tanpa adanya perjanjian merupakan suatu yang rugi, karena juga
diperbolahkan pernikahan yang dilaksanakan dengan perjanjian perkawinan.
Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan maka akan memberikan
keuntungan, misalnya saja salah satu pihak bertindak merugikan seperti judi,
mabuk, hidup hedon, dan lainnya. Maka dengan adanya perjanjian maka akan
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.?

Pernikahan pada dasarnya menjadi salah satu peristiwa terpenting bagi
kehidupan manusia. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang terjadi atas
persetujuan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki dan perempuan setelah
sahnya ijab kabul. Ikatan pernikahan tersebut menjadikan seseorang langsung
memiliki keterkaitan dengan prosuk hukum, baik dipandang dalam hukum
positif ataupun hukum Islam. Karena seseorang yang menikah, khususnya
dalam konteks Indonesia juga secara tidak langsung mengikatkan diri dalam
ketentuan hukum positif dan hukum syara’.??

Sehubungan dengan pamdangan tersebut kemudian perjanjian
perkawinan menjadi salah satu hal penting dan tidak dapat dipandang ringan
karena hal ini langsung berhubungan dengan kehidupan setiap pasangan suami
isteri. Atas dasar alasan-alasan inilah penulis tertarik untuk membahas analisis

perjanjian perkawinan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-

XI111/2015 perspektif maslahah mursalah.

21 paima Situmeang, Implikasi Perjanjian perkawinanTerhadap Harta Dalam Perkawinan
Campur, Recital Review, 2 (2019), 118.

22 Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak
dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan), (Jakarta: Rizkita, 2009), 128.
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B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Kketentuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah
berlakunya putusan MK No 69/PUU-XI11/2015?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum
bagi pasangan suami isteri perspektif Maslahah Mursalah?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka melalui
penelitian ini penulis bertujuan untuk:
1. Mendeskripsikan ketentuan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah
berlakunya putusan MK No 69/PUU-X11/2015.
2. Menganalisis perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum
bagi pasangan suami istri perspektif Maslahah Mursalah.
D. Manfaat Penelitian
1. Aspek teoritis
Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diharapkan
memberikan manfaat serta sumbangsih kajian yang berkaitan dengan
pemikiran-pemikiran baru, khusunya bagi jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga dapat

digunakan sebagai penunjang kajian untuk penelitian selanjutnya.
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2. Aspek Praktis
Penelitian ini, hasilnya diharapkan dapat memperluas cakupan ilmu
pengetahuan dan berkembang seuai dengan khasanah perkembangan ilmu.
Kemudian melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan
kegiatan tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan yang diatur dalam
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XI111/2015

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini perlu dipahami agar dapat melakukan pemaparan terkait
penelitian serupa yang telah selesai dilaksanakan. Orisinalitas pada suatu
penelitian mampu menyajikan persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian
dahulu dengan penelitian saat ini dilaksanakan. Diperlakukanya pengualangan
kajian penelitian memiliki harapan agar tidak terjadi persamaan dengan hal-hal
serupa yang selesai dilakukan penelitian. Adapun penelitian-penelitian yang
telah selesai dilaksanakan akan disebutnya antara lain:

1. Ramadhan Wira Kusuma, (Mahasiswa Pascasarjana Kenotariatan
Universitas Diponegoro Semarang, 2010), membuat tesis yang berjudul
“Pembuatan Perjanjian perkawinan Setelah Perkawinan dan Akibat
Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan
Negeri Jakarta Timur Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt. Tmr dan
Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr)”.%
Penelitain ini mengandung dasar pertimbangan hakim yang memutuskan

suatu permohonan penetapan dan akibat dari hukum terhadap pihak ke tiga,

23 Ramadhan Wira Kusuma, Pembuatan Perjanjian perkawinanSetelah Perkawinan dan

Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga, thesis MA, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010),

vii
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adanya penetapan dilakukan pada Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil
penelitian ini dasar dalam pertimbangan hakim yang akan memutuskan
perkara dilakukan melalui perjanjian perkawinan setelah nikah adalah
kesepatakatan dua belah pihak suami-istri dan ketentuan perjanjian
tidakdikehui karena data dibuat sebelum perkawinan terjadi, sehingga
adanya penetapan sebelumnya harus ada yurisprudensi.

2. Dyah Ochtorina Susanti, (Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa
Timur, 2018) membuat jurnal yang berjudul “Perjanjian perkawinan
Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri
Perspektif Maqashid Syari”ah”.?* Tujuan berdasarkan penelitian yaitu
untuk melakukan temuan dan Analisa serta pemahaman bahwa perjanjian
perkawinan sebaiknya bukan perkara harta saja tetapi bagaimana diarahkan
untuk hak, kewajiban dan kepentingan magqasid syari’ah. Hasil penelitian
ini yaitu berkaitan dengan perjainjan pernikahan yang diatur melalui hukum
positif Indonesia dan merupakan perjanjian yang memiliki sifat materialistic
karena hanya mengatur tentang harta dari pasangan suami-istri
Vio Valencia Granetta, dkk. “Subtansi Perjanjian perkawinanMenurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015”.2° Tujuan

penelitian ini adalah untuk melakukan kajian serta analisis subtansi

24 Dyah Ochtorina Susanti, Perjanjian perkawinanSebagai Bentuk Perlindungan Hukum
Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syari”ah, ULUL ALBAB: Jurnal Studi dan
Penelitian Hukum Islam, 2 (April 2018), 2.

% Vio Valencia Granetta, dkk, Subtansi Perjanjian perkawinanMenurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015, NOTARIUS, 2 (2019), 995
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berdasarkan perjanjian perkawinan sesuai dengan Undang-Undang nomor 1
tahun 1974 tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan dan
perjanjian perkawinan yang diatur pada nomor 69/PUU-XI11/2015.
Kemudian hasil penelitian tentang mengatur perjanjian perkawinan yang
ada di Indonesia yang bukan berkaitan dengan harta saja akan tetapi semua
hal yang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan
norma hukum.

3. Ratih Widowati, dkk. (Dosen dan Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus 1945, Jakarta, 2019). Membuat jurnal dengan judul “Analisis
Hukum Tentang Perjanjian perkawinan Dalam Perkawinan Campur
Yang Dibuat Setelah Menikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan
Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/Pn.Jkt. Tim Jo Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69-Puu/Xiii/2015)”.?% Tujuan dalam penelitian ini yaitu
melakukan analisis kedudukan hukum tentang perjanjian pernikahan yang
dilakukan pembuatan setelah terjadi pernikahan serta penetapan dari akibat
yang di timbulkan melalui peraturan Pengadilan Negeri Nomor
379/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69-
PUU/XII1/201 Nomor 5 terhadap harta bersama pemohon. Hasil penelitian
yaitu perjanjian pernikahan yang dibuat setelah pernikahan dan sebelum

pernikahan memiliki kedudukan hukum memiliki kekuatan yang sama.

26 Ratih Widowati, dkk, Analisis Hukum Tentang Perjanjian perkawinanDalam Perkawinan
Campur Yang Dibuat Setelah Menikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor
379/Pdt.P/2014/Pn.Jkt. Tim Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-Puu/Xiii/2015), JURNAL
LEX CERTA, 1 (2019), 36.
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Akibat yang ditimbulkan yaitu dilakukan sesuai penetapan Peradilan Negeri
tentang berubahnya harta Bersama menjadi hartaa pribadi.

4. Sulikah Kualaria dkk, (Dosen dan Mahasiswa Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), membuat jurnal dengan
judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum
Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan”.?’ Tujuan penelitian ini yaitu
melakukan analisis terhadap perjanjian perkawinan kepada para pihak
mengenai kekaburan pengabsahan perkawinan. Hasil penelitian yaitu
berlakunya perjanjian perkawinan dan perlindungan kum diberikan pada
saat perkawinan sudah tercatat, Adapun bukti otentik yang menjamin
legalitas hukum yang digunakan adalah akta perkawinan oleh suami-istri.
Obyektifnya suatu perjanjian pekawinan lebih dominan untuk suami-istri
yang memiliki kekayaan harta. Sedangkan bagi pihak ekonomi rendah
hanya digunakan sebagai perlindungan hukum.

5. Jealita Adeline (Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Indonesia, 2013), membuat tesis yang berjudul “Status Hukum
Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Kasus Putusan
Nomor 69/Pdt.G/2010/PN.Dps)”.28 Tujuan penelitian ini melakukan

Analisa hukum terhadap harta benda dan perubahan-perubahan yang

27 Sulikah Kualaria dkk, Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum
Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan, (Dosen dan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, 2015).

28 Jealita Adeline, Status Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Kasus Putusan Nomor
69/Pdt.G/2010/PN.Dps), Thesis, (Universitas Indonesia, 2013), vii.
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digunakan perjanjian perkawinan. Hasil penelitian ini yaitu perjanjian
perkawinan yang dilakukan perubahan setelah perkawinan adalah sah dan
mengikat, baik tentang syarat dan teknis apapun tetap dinyatakan sah
menurut hukum.

6. Yuli Prastiwi (Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro Semarang, 2011), membuat tesis yang berjudul “Perjanjian
perkawinandan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan
Undang-Undang Perkawinan”.?® Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur
tentang ketentuan perkawinan dan akibatnya jika melakukan pelanggaran.
Hasil penelitian ini yaitu berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan
pelaksanaan ketentuan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam dan
Undang-Undang Perkawinan bahwa Undang-undang Perkawinan No.1
Tahun 1974 tidak membatasi hal-hal yang akan diperjanjikan, asalkan tidak
melakukan pelanggaran agama, kesusilaan, dan hukum.

7. Lisa Wage Nurdiyanawati, dkk. (Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Brawijaya), membuat jurnal yang berjudul “Batasan
Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan
Kesusilaan”.® Tujuan penelitian ini yaitu melakukan deskripsi tentang
perjanjian pernikahan yang ditinjau dari norma hukum, norma kesusilaan

dan agama. Hasil penelitian ini yaitu perjanjian pernikahan yang tidak

29 yuli Prastiwi, Perjanjian perkawinandan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam
dan Undang-Undang Perkawinan, thesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), v

%0 Lisa Wage Nurdiyanawati, dkk, Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar
Hukum, Agama dan Kesusilaan, Jurnal Ilimiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,l
(Juni, 2019), 101
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melanggar hukum adalah pertama, perjanjian yang memenuhi syarat sahnya
perjanjian menurut KUHPerdata dan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974.
Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak melanggar agama adalah
perjanjian yang substansinya tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Ketiga, perjanjian perkawinan yang tidak melanggar kesusilaan ialah
perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma kesusilaan secara umum
maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat.

8. Sonny Dewi Judiasih, dkk. (Fakultas Hukum Univeristas Padjadjaran,2018),
membuat riset yang berjudul “Model Perjanjian perkawinan Yang
Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.”%" Tujuan penelitian
ini adalah melakukan Analisa tentang pengaturan perjanjian perkawinan
setelah  diberlakukan putusan MK No69/PUU-XI1/2015 kemudian
merumuskan perjanjian dengan model perkawinan yang dibuat setelah
diterbitkanya putusan MK. sedangkan hasil penelitian yaitu berkaitan
dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015
bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat dan selama
perkawinan berlangsung.

9. Adhe Andreas (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya), membuat jurnal yang berjudul “Penerapan Perjanjian

81 Sonny Dewi Judiasih, dkk. Model Perjanjian perkawinanYang Dibuat Setelah
Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
X111/2015, Masalah-Masalah Hukum, 3 (Juli 2018), 252
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perkawinan Berdasarkan Undang-Undang”.®? Tujuan penelitian yaitu
mengetahui tentang kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian
pekawinan pasca putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XII1/2015.
Hasil dari  penelitian ini adalah perjanjian  perkawinan yang dibuat
sepanjang perkawinan sedang berlangsung dapat diterapkan dan dibuat
dalam bentuk akta Notaris, karena Putusan Mahkamah Agung merupakan
yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan keputusan Mahkamah Konstitusi

bersifat final dan mengikat, sehingga harus tetap dilaksanakan oleh semua

pihak baik Notaris,

Perjanjian Perkawinan.

dan

para pihak

yang

Tabel | Perbandingan Penelitian Terdahulu

ingin membuat

NO | Nama Peneliti, Judul, dan Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas
Tahun Penelitian Penelitian
1 | Ramadhan Wira Kusuma, -Topik -Lebih Perjanjian
“Pembuatan Perjanjian Perjanjian fokus perkawinan
perkawinan Setelah Perkawinan mengkaji Menurut
Perkawinan dan Akibat -Penelitian perjanjian Putusan
Hukumnya Terhadap Pihak yuridis perkawinan | Mahkamah
Ketiga (Studi Kasus normative setalah Konstitusi
Penetapan Pengadilan Negeri perkawinan Nomor
Jakarta Timur Nomor. serta akibat 69/Puu-
207/Pdt.P/2005/PN.Jkt. Tmr hukumnya Xiii/2015
dan Penetapan Pengadilan terhadap Sebagai
Negeri pihak ketiga Bentuk
Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jk -Analisis Perlindungan
t.Tmr)”, tahun 2010. putusan Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri

82 Adhe Andreas,

Repertorium: Jurnal llmiah Hukum Kenotariatan, 2 (November 2017), 131

Penerapan Perjanjian perkawinanBerdasarkan Undang-Undang,
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Perspektif
Maslahah
Dyah Ochtorina Susanti, - Topik -Perspektif Perjanjian
“Perjanjian perjanjian yang perkawinan
perkawinanSebagai Bentuk perkawinanse | digunakan Menurut
Perlindungan Hukum Bagi bagai bentuk | berbeda Putusan
Pasangan Suami Istri perlindungan Mahkamah
Perspektif Magashid hukum kedua Konstitusi
Syari”ah”, tahun 2018. belah pihak Nomor
- Penelitian 69/Puu-
yuridis Xiii/2015
normatif Sebagai
Bentuk
Perlindungan
Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri
Perspektif
Maslahah
Vio Valencia Granetta, dkk, | -Topik -Lebih Perjanjian
“Subtansi Perjanjian Perjanjian fokus perkawinan
perkawinanMenurut Undang- | Perkawinan mengkaji Menurut
Undang Nomor 1 Tahun substansi Putusan
1974 Tentang Perkawinan perjanjian Mahkamah
Dan Putusan Mahkamah perkawinan Konstitusi
Konstitusi Nomor 69/Puu- serta Nomor
Xiii/2015”, tahun 2019. kekuatan 69/Puu-
hukum dari Xiii/2015
Perjanjian Sebagai
Perkawinan. Bentuk
Perlindungan
Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri
Perspektif
Maslahah
Ratih Widowati, dkk, -Topik -Lebih Perjanjian
“Analisis Hukum Tentang Perjanjian fokus perkawinan
Perjanjian perkawinanDalam | Perkawinan mengkaji Menurut
Perkawinan Campur Yang -Penelitian perjanjian Putusan
Dibuat Setelah Menikah yuridis perkawinan | Mahkamah
(Studi Kasus Penetapan normatif yang dibuat Konstitusi
Pengadilan Negeri Nomor setelah Nomor
379/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Tim Jo perkawinan 69/Puu-
Putusan Mahkamah -Analisis Xiii/2015
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Konstitusi Nomor 69- putusan Sebagai
Puw/Xiii/2015)”, tahun 2019. Bentuk
Perlindungan
Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri
Perspektif
Maslahah
Sulikah Kualaria dkk, -penelitian -lebih Perjanjian
“Perjanjian Perkawinan yuridis fokus perkawinan
Sebagai Sarana Perlindungan | normatif menganalisi Menurut
Hukum Bagi Para Pihak -topik S perjanjian Putusan
Dalam Perkawinan”, tahun perjanjian perkawinan | Mahkamah
2015. perkawinan | terkait Konstitusi
kekaburan Nomor
peraturan 69/Puu-
mengenai Xiii/2015
keabsahan Sebagai
perkawinan Bentuk
Perlindungan
Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri
Perspektif
Maslahah
Jealita Adeline, “Status -penelitian -lebih fokus Perjanjian
Hukum Perjanjian yuridis mengkaji perkawinan
Perkawinan Berdasarkan normatif perjanjian Menurut
Kitab Undang-Undang -topik perkawinan Putusan
Hukum Perdata dan Undang- | perjanjian berdasarkan | Mahkamah
Undang Perkawinan (Analisis | perkawinan UU Hukum Konstitusi
Kasus Putusan Nomor Perdata dan Nomor
69/Pdt.G/2010/PN.Dps)”. uu 69/Puu-
tahun 2013 Perkawinan Xiii/2015
Sebagai
Bentuk
Perlindungan
Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri
Perspektif
Maslahah
Yuli Prastiwi, “Perjanjian -penelitian -lebih fokus Perjanjian
perkawinandan Akibat yuridis mengkaji perkawinan
Hukumnya Ditinjau Dari normatif perjanjian Menurut
Hukum Islam dan Undang- -topik perkawinan Putusan
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Undang Perkawinan”. Tahun | perjanjian dan akibat Mahkamah
2011 perkawinan hukumnya Konstitusi
dalam Nomor
tinjauan 69/Puu-
hukum Xiii/2015
islam dan Sebagai
uu Bentuk
Perkawinan | Perlindungan
Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri
Perspektif
Maslahah
Lisa Wage Nurdiyanawati, -penelitian -fokus Perjanjian
dkk, “Batasan Perjanjian yuridis penelitian perkawinan
Perkawinan Yang Tidak normatif pada Menurut
Melanggar Hukum, Agama -topik batasan Putusan
dan Kesusilaan”. Tahun 2019 | perjanjian perjanjian Mahkamah
perkawinan perkawinan Konstitusi
yang tidak Nomor
melanggar 69/Puu-
hukum, Xiii/2015
Agama, dan Sebagai
Kesusilaan. Bentuk
Perlindungan
Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri
Perspektif
Maslahah
Sonny Dewi Judiasih, dkk, -penelitian -fokus Perjanjian
“Model Perjanjian yuridis kajian pada | perkawinan
perkawinanYang Dibuat normatif model Menurut
Setelah Perkawinan -topik perjanjian Putusan
Berlangsung Pasca perjanjian Pasca Mahkamah
Berlakunya Putusan perkawinan Berlakunya Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor
69/PUU-XI111/2015. Tahun Mahkamah 69/Puu-
2018. Konstitusi Xiii/2015
Nomor Sebagai
69/PUU- Bentuk
XI11/2015 Perlindungan
Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri

Perspektif
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Maslahah
10 | Adhe Andreas, “Penerapan -penelitian -fokus Perjanjian
Perjanjian yuridis kajian pada | perkawinan
perkawinanBerdasarkan normatif Penerapan Menurut
Undang-Undang”. Tahun -topik Perjanjian Putusan
2017 perjanjian perkawinan | Mahkamah
perkawinan Berdasarkan | Konstitusi
Undang- Nomor
Undang 69/Puu-
Xiii/2015
Sebagai
Bentuk
Perlindungan
Hukum Bagi
Pasangan
Suami Istri
Perspektif
Maslahah

F. Definisi Istilah

Agar dapat mempermudah dalam melakukan pemahaman Bahasa

dalam penelitian ini yaitu dengan menjelaskan beberapa kata yang digunakan

dalam penelitian ini serta pokok Bahasa yang erat kaitanya diantaranya yaitu:

1. Perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah

pihak antara suami-istri sebelum, saat terjadi dan setelah pekawinan.

2. Perlindungan hukum yaitu upaya yang dilakukan untuk dapat memberikan

penegakan hukum sebagai bentuk pemberian rasa aman,

baik secara

pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan berbagai ancaman dari

pihak manapun.33

33 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000),74.
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3. Maslahah mursalah yaitu usaha meraih dan mewujudkan manfaat atau
penolakan terhadap kemudlorotan.®*
G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian aini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum
normative (Normatif legal research), dapat disebut dengan penelitian
hukum doctrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan menguraikan
konsep perjanjian perkawinan atas bentuk perjanjian hukum bagi pasangan
suami istri. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian
kepustakaan (Library Research), yang fokus pada analisis bahan primer dan
sekunder.®®
Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan undang-undang
(Statute Approach) yang dilakukan melalui penelaahan undang-undang dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dilakukan
penelitian.®® Pendekatan melalui perundang-undangan ini digunakan sebagai
bentuk penelaahan tentang undang-undang yang mengatur perjanjian
perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami-istri dalam
perspektif Maslahah Mursalah.
2. Data dan Sumber Data Penelitian

Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

34 Al-Ghazali, al-Mustasfa, Maktabah Al-Jumdiyah, (Mesir, 1971), 251.

% Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014), 52.

36 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 133.
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a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya bersifat mengikat, dan terdiri dari:
1) Burgelijk Wetboek (Undang-Undang Hukum Perdata)
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam.
4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,
atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.®’

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah  dokumentasi. = Metode dokumentasi  yaitu  metode untuk
mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan
sebagainya.®  Peneliti menggunakan sumber tertulis yang berhubungan
dengan masalah yang akan dikaji untuk mengumpulkan data. Sumber

tertulis tersebut berupa artikel, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.

37 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2010), 118-119.

38 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (yogyakarta: Andi Offiset, 1989), 9.
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4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu
penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
Dalam menganalisis data, penulis menggunkan cara berfikir induktif, yaitu
penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke peryataan
yang bersifat umum.*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis isi (content
analysis), penulis menganalisa konsep perjanjian perkawinan menurut
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XI11/2015 sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi pasangan  suami istri kaitannya dengan

teori Maslahah Mursalah.

50.

39 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1977),



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA
A. Perjanjian Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan biasa disebut dengan nikah, menurut syariah Islam
perkawinan merupakan tatan hidup dalam masyarakat yang memiliki adat
sempurna. Pernikahan menurut islam dipandang sebagai sebuah jalan mulai
dan juga pengaaturan kehidupan rumah tangga, keturunan dan juga pintu
perkenalan antara suku-suku bangsa. Peran perkawinan dipandang sebagai
kegiatan positif yang dalam wujudnya masing-masing pasangan memiliki
tujuan dalam perkawinan. Firman Allah dalam surah An-Nisa’ sebagai

berikut:

3 [ R A P 3% . eEts RO CPR U I ,5;"
Vs ke 5 6a 55 e Gl 33n5 ol 03 QB 3l 2405 1587 0 gl
G5 ol S AT 5)° pla VT & (sl led T T 15857 5% 2l 5 15
Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu.*°

Perkawinan merupakan perbuatan sunnah dalam islam,secara umum
perkawinan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya baik hewan, tumbuhan dan
manusia. Salah satu cara Allah SWT membagi jalan bagi makhluknya agar

dapat berkembang biar dan mampu melestarikan hidupnya yaitu melalui

“0 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 78

25
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perkawinan.*! Istilah perkawinan sudah menjadi hal yang lazim dikenal
masyarakat, tetapi terdapat kalangan orang awam masih belum sepenuhnya
memahami apa arti perkawinan yang sebenarnya. Maka masih ada kalangan
masyarakat banyak yang melakukan penyimpanan ataupun penyalahgunaan
dari perkawinannya sendiri.

Agar dapat memberikan suatu gambaran pernikahan secara jelas,
maka pelu dalam hukum Islam pengertian pernikahan sebagai berikut:
a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu figih disebut z!s), z\S | Nikah
dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu sl 5 e 5 |

1) Arti hakiki  (yang sempurna) ialah ~=ll yang berarti menindih,
menghimpit berkumpul.

2) Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah <kl atau <1l yang berarti
bersetubuh, akad atau perjanjian.

b. Pengertian Menurut Terminologi
Beberapa ulama memberikan pemaparan yang berbeda mengenai
definisi pernikahan, diantaranya:

1) Ulama Hanafiyah, pernikahan merupakan suatu akad yang digunakan
agar memiliki mut‘ah dengan sengaja, bahwasannya seorang laki-laki
dapat berhak menggunakan perempuan beserta hak yang ada pada
tubuhnya untuk kepuasan lahiriahnya.

2) Ulama Syafi’iyah, pernikahan merupakan sebuah akad yang

mempergunakan lafal z's), z\S, dua kata ini sama-sama menyimpan

41 Slamet Abidin dan Aminudin, Figh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9
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arti yang memiliki wat‘l, artinya dengan adanya sebuah pernikahan
seseorang berhak menggunakan perempuan beserta hak yang ada pada
tubuhnya untuk kepuasan lahiriahnya dari pasangannya.

3) Ulama Malikiyah, pernikahan merupakan akad yang mengandung
makna mut‘ah, yaitu seorang laki-laki yang berhak menikmati tanpa
adanya harga atau harus memberikan pamrih.

4) Ulama Hanabilah, pernikahan merupakan sebuah akad seorang laki-
laki agar memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan, begitupun
sebaliknya.*?

Beberapa pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan akad
dalam pernikahan maka seorang laki-laki berhak menikmati perempuan,
ataupun sebaliknya. Karena dalam pernikahan mengandung akad mut’ah.
Prinsip inilah yang menjadikan pernikahan menjadi sebuah hal yang
menghalalkan untuk menikmati keuntungan lahiriah tanpa memberikan
bayaran.

Muhammad Abu Ishrah seperti dikutip Abd. Rahman Ghazaly
mendefinisikan pernikahan merupakan terjadinya akad yang memberikan
faedah hukum yang mengikat. Bagi pasangan laki-laki ataupun
perempuan kemudian berhak dan sama-sama memiliki kewajiban yang
harus dilaksanakan sebagaimana dengan ketentuan syariat. Sehingga
dengan terjadinya ikatan ini, kemudian pasangan ini menjadi pasangan

suami isteri yang sah dalam pandangan syariat.*®

42 OM. Sholeh Al-Utsaimin, Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga, 1
43 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat,(Jakarta: Kencana,2006), 9
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Pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai
berikut: ‘“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.”* Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa dalam
akad yang dilaksanakan pada pernikahan merupakan akad yang sangat
kuat atau dalam istilahnya mittsagan ghalizhan dilaksanakan semata-
mata hanya untuk mentaati perintah Allah.*

Istilah mittsagan berarti ikatan lahir batin, namun dalam Undang-
Undang Perkawinan akad terjadi untuk mengikat pasangan baik secara
keperdataan, atau pada tataran aspek yang lebih luas yaitu mencapai
kesejahteraan hidup.*® Pada konsep yang lainnya juga dijelaskan
mengenai pernikahan merupakan sebuah hal yang dihitung sebagai
ibadah, orang yang melaksanakan pernikahan maka ia telah
melaksanakan ibadah kepada Allah.*

Perbedaan-perbedaan dalam memberikan makna mengenai
pernikahan tersebut pada dasarnya masih dalam batasan yang wajar, pada
dasarnya menikah itu dilaksanakan untuk beribadah, untuk mendapatkan
kesejahteraan dunia dan akhirat, hingga menjadi sebuah hal yang harus
dilaksanakan manusia guna memenuhi kebutuhan jasmani atau

lahiriahnya.

44 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Depag RI, 2000), 14

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 40

%6 Ibid.

47 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 119.
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2. Pengertian Perjanjian

Peran penting bagi kehidupan suatu bentuk hukum adalah berkaitan
dengan perjanjian hukum. Perjanjian memiliki istilah berasal dari Bahasa
Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan
istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH
Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian merupakan perbuatan yang
dilakukan oelh satu orang atau lebih untuk meningkatkan dirinya terhadap
orang lain”.

Hukum yang terbentu berdasarkan perjanjian hukum yaitu berkaitan
dengan ikatan dari suatu pihak dengan pihak lain. Dapat juga dikatakan
sebagai pihak hukum perjanjian apabilan kedua belah pihak melakukan
penyetujuan untuk melakukan perjanjian tidak karena terpaksan ataupun
keputusan yang memiliki sifat satu pihak.

Terjadinya peristiwa hukum perjanjian adalah dilakukan untuk
seseorang yang berjanji atau tida dalam melakukan sesuatu. Menurut Fuady
(1999) berbagai definisi kontrak tergantung pada masing-masing bagian,
kontrak akan di anggap sangat penting apabila pada bagian tersebut di
tonjolkan melalui definisi kontrak.*®

Perjanjian menurut Subekti didefinisikan sebagai peristiwa dimana
terdapat dua orang atau lebih melakukan kesepakatan tentang suatu hal.*®
Sedangkan menurut M. Yahya Harahap perjanjian yaitu hubungan yang
digunakan untuk memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk

mendapatkan suatu prestasi sekaligus dilakukan kewajiban untuk

48 Munir Fuady, Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan
Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, Op.Cit., .h.2.
49 Agus Yudha hernoko, Op.Cit., h.16
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melaksanakan prestasi. Berdasarkan pendapatn para ahli tersebut tentang
perjanjian, maka kemudian kekurangan definisinya di lengkapi pada pasal
1313 BW, shingga menjadi lengkap definisi perjanjian yaitu perbuatan
hukum yang dilakukan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) yaitu suatu ikatan
yang dibuat oleh calon suami istri sebagai bentuk hak dan kewajiban selama
perkawinan berlangsung, di Indonesia perjanjian perkawinan dikenal
dengan perjanjian pranikah. Sesuai pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun
1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan batin yang
dilakukan oleh pria dengan calon wanitanya sebagai tujuan mebina keluarga
bahagia, kekal dan abadi sesuai dengan kententuan ketuhanan yang maha
esa.

Pengertian perjanjian perkawinan belum sepenuhnya di mengerti
karena dalam pengertian perjanjian perkawinan hanya mengatur kapan
pelaksanaanya, keabsahan dan berlakunya saja. Jadi perjanjian pernikahan
belum mangatur tentang materi perjanjian seperti yang di atur dalam KUH
perdata. Menurut Happy Susanto perjanjian perkawinan merupakan suatu
yang di buat oleh pasangan suami-instri sebagai kesepakatan yang akan
dilangsungkan, baik laki-laki maupun perempuan melangsungkan isi
perjanjian secara terikat dengan hubungan perkawinan.*®

Umunya perjanjian perkawinan berkaitan tentang aturan harta dari

calon suami-istri agar tidak ada kesalah pahaman sehingga tujuan diadakan

%0 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, ( Jakarta:
Visimedia), 78.
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perjanjian perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan yang menyangkut
harta kekayaan. Perjanjian perkawinan dibuat oleh suami-istri pada saat
perkawinan dilangsungkan untuk mengatur harta benda dari akibat-akibat
perkawinan.® Perjanjian pernikahan bukan hanya mempermasalahkan atau
harta, tetapi juga perjanjian tentang antisipasi adanya kekerasan dalam
rumah tangga. Sehingga dalam rumah tangga tidak ada batasan dalam
melakukan aktifitas.>2

Perjanjian  perkawinan pada umumnya, mengatur tentang
kesepakatan harta kekayaan yang berhak dibagikan kepada suami-istri jiak
terjadi perceraian maupun kematian. Perjanjian perkawinan mengatur
tentang kepentingan tujuan masa depan bersama. Hal ini seperti tercantum
dalam pasal 29 undang-undang No.1 tahun 1974. Pasal 29 UU No.1 th 1974
mengatur tentang Perjanjian perkawinan disebutkan: Ayat (1) Pada waktu
atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan
oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga tersangkut. Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat
disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum Agama dan kesusilaan.
Ayat (3)  Perjanjian tersebut  dimulai berlaku  sejak perkawinan
dilangsungkan. Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian
tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan

untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

51 Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di
Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 57.

52 Muchsin, Perjanjian Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Nasional, ( Jakarta: Varia
Peradilan No. 273 edisi Agustus, 2008), 7.
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Sebenarnya UUvNo.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas
tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak
dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam
ketentuan initidak disebutkan batasan yang jelas. Bahwa Perjanjian
Perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa
Perjanjian Perkawinan UU ini mencakup banyak hal. Di samping itu UU
perkawinan tidak ~ mengaturvlebih  lanjut  tentang bagaimana hukum
Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.>

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU
No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut
bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan dimaksud, hanya disebutkan
bahwa kalau ada Perjanjian Perkawinan harus dimuat didalam akta
perkawinan (Pasal 12). Ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan juga
diatur dalam KUH Perdata Pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam
Perjanjian Perkawinan itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi dari
peraturan Undang-Undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal
perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Pada umumnya Perjanjian Perkawinan dibuat: 1. Bilamana terdapat
sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada
pihak yang lain. 2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan
yang cukup besar. 3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri
sehingga andai kata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut. 4. Atas

hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan

%3 16 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum
Keluarga, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 67.
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bertanggungjawab sendiri-sendiri. Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah
dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam
bentuk akta otentik di muka Notaris, akta otentik itu sangat penting karena
dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa
tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada Perjanjian Perkawinan
yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan
istri terjadi perbaruan.

Tentang perjanjian perkawinan ini dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman
umum yang berlaku dalam masyarakat.>* Pasal 47 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis
yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, imengenai kedudukan harta
dalam perkawinan. Pasal 47 ayat (2) perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat
meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian
masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Meski secara definisinya perkawinan harusnya membentuk ikatan
lahir dan batin antara sepasang manusia, ada kalanya perkawinan atau
rumah tangga tersebut menemui banyak permasalahan. Bahkan beberapa
permasalahan tersebut dapat berujung kepada perceraian. Perceraian tidak

jarang menimbulkan sengketa antara suami dan istri, baik dalam masalah

54 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama,
(Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 153-154
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harta, hutang, maupun tanggung jawab terhadap anak-anak hasil
perkawinan.*®

Era globalisasi seperti saat ini, angka perceraian dan sengketa
rumah tangga terhitung sangat tinggi. Atas dasar alasan tersebut, pasangan
yang akan melangsungkan perkawinan sebenarnya membutuhkan kepastian
hukum yang dapat melindungi hak masing-masing, baik selama masa
perkawinan tersebut berlangsung atau jika suatu saat terjadi perceraian atau
kematian pasangan. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh dengan cara
membuat perjanjian perkawinan (prenuptial agreement)  Perjanjian
perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V UU No.1
Tahun 1974 yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29.

3. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Undang-undang mengatur tentang perjanjian pernikahan secara jelas.
Menurut sudut pandang yang berbeda-beda untuk melakukan peninjauan
perjanjian pernikahan diartikan sebagai hubungan hukum yang mengatur
tentang harta benda adtar kedua pihak dan sebagai kesepakatan tentang
suatu hal yang dilakukan secara bersama-sama.®® Menurut Ko Tjay Sing
perjanjian pernikahan merupakan suatu ikatan yang di lakukan oleh suami-
istru yang mengatur tentang akibat perkawinan terhadap kekayaan yang

diperoleh.®’

%5 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo,
2007), 124.

% Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,
(Bandung: Sumur, 1981), 11.

5 Ko Tjay Sing, Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga, Etikad Baik,
(Semarang, 1981), 238.
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R.  Subekti  menjelaskan ~ bahwasanya  dalam  sebuah
perkawinan harusnya dapat membentuk yang disebut dengan ikatan lahir
dan batin antara manusia. Hubungan pernikahan ada kalanya perkawinan
atau rumah tangga tersebut menemui banyak permasalahan. Bahkan
beberapa permasalahan tersebut berujung dengan hal buruk vyaitu
perceraian. Perceraian tidak jarang menimbulkan sengketa antara suami
danistri, baik dalam masalah harta, hutang, maupun tanggung
jawab terhadap anak-anak hasil perkawinan..®® Abdul Rahman Ghazali
mengartikan perjanjian perkawinan perjanjian perkawinan itu dilaksanakan
oleh kedua calon suami istri dapat menyimpangi dari peraturan Undang-
Undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak
menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.>®

KUH Perdata pasal 139 disebutkan bahwa dengan mengadakan
perjanjian perkawinan, yaitu kedua calon suami istri berhak menyiapkan
beberapa ketentuan dan syarat yang sesuai dengan peraturan undang-undang
mengenai perjanjian perkawinan, tentunya perjanjian itu tidak menyalahi
aturan yang berlaku.

Hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dimuat dalam perjanjian
perkawinan adalah sebagai berikut:®°

1. Pasal 139 KUHPerdata menentukan  bahwa perjanjian  perkawinan
yang diadakan tidak boleh berlawanan atau melanggar hukum,

ketertiban umum, atau kesusilaan.

%8 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1983), 9.

59 Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Bogor: Penerbit Kencana, 2003), 119.

80 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Perkawinan (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2016), 65.
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2. Didalam perjanjian perkawinan:

a. Tidak boleh mengurangi segala hak-hak yang disandarkan kepada
kekuasaan si suami sebagai suami;

b. Tidak boleh mengurangi kekuasaan suami terhadap anak pada saat
perpisahan ranjang.

c. Tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan oleh undang-
undang kepada suami istri yang hidup terlama.

d. Tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan pada suami
sebagai kepala keluarga.

Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29
dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak
atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas
hukum, agama, serta kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung maka perjanjian tersebut tidak dapat
diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, Yyakni perjanjian yang
dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat islam atau hakikat perkawinan.

Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat islam atau
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hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian tu tidak
sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.®!

Perjanjian perkawinan (pranikah) tidak familiar dalam budaya
Timur, namun demikiandengan semakin beragam masalah perkawinan,
terkait terbatasnya waktu untuk mengenal pasangan hidup karena esibukan
beraktivitas, mendorong sebagian masyarakat untuk menerapkan perjanjian
perkawinan (pranikah). Disamping itu, perjanjianpranikah diadakan untuk
antisipasiterhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan, misalnya
terkait ~ hutangcalon suami  isteri yang  terjadi sebelum pernikahan,
penguasaansalah satu  pihak terhadap  harta bawaan  saat terjadinya
perceraian, larangan poligami (poliandri-perselingkuhan) pengasuhan
anak-anak yang lahir dalam perkawinan nantinya.®?

Perjanjian perkawinan (pranikah) kemudian ~ secara  umum
dapat diartikan sebagai akta kesepakatan antara calon suami-isteri dalam
membuat Klausul-klausul yang tertuang dalam sebuah perjanjian yang
nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka
tentangsegala sesuatu  yang berkenaan dengan katagori harta
bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-
kekerasan dalam rumah tangga), larangan selingkuh-poligami (poliandri),
pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga,
penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan
atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan

anak, biaya perawatan hidup, pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri.

61 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 40
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Pengaturan perjanjian perkawinan (pranikah), kemudian juga
dijelaskan pada:

a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 terdiri dari ayat (1), (2), (3)
dan (4).

b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52.

¢) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat/BW

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974,
yaitu:

Pasal 29: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. (2) Perkawinan
tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum,
agamadan kesusilaan.  (3)  Perjanjian tersebut dimulai  berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian
tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga®?
. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah
memenruhi persyaratan sah dari perjanjian itu sendiri, kata sepakat,
kecapapan dan suatu sebab yang hah sesuai dalam pasal 1230 KUHPerdata.
Adapun syarat dalam perjanjian perkawinan menurut UU nomor 1 tahun

1974 ditentukan dalam Pasal 29 (1) yang menentukan bahwa pada waktu

83 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2007), 15
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atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadappihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjan jian initidak dapat
disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
(Pasal 29 ayat 2).

Bukan hanya syarat umu, tetapi dalam melakukan pembuatan
perjanjian perkawinan sahnya suatu perjanjian calon suami dan istri untum
memperhatiakn syarat yang meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian.
Syarat mengenai data pribadi adalah kewajiban yang harus dipenuhi syarat
penjanjian pernikahan.

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan seorang pria
yang belum cukup umur dan gadis yang belum cukup umur yaitu 19 tahun
tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu belum di
perbolehkan untuk mengikat diri melalui perkawinan. Artinya sebelum
cukup usia pernikahan atau belum berusia lebih dari 19 tahun belum dapat
melakukan perkawinan.

Dengan demikian seorang dapat membuat perjanjian perkawinan
dengan syarat:

1. Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.

2. Harus dibuat dengan bantuan seseorang, atau didampingi oleh orang
yang berwenang untuk memberikan izin perkawinan.

3. Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, konsep perjanjian

perkawinan harus mendapat persetujuan pengadilan.
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Selain itu, syarat-syarat perjanjian perkawinan lainnya sebagaimana
dikemukakan oleh Rosdinar Sembiring, yaitu sebagai berikut:%

1. Perjanjian perkawinan harus diajukan oleh  kedua belah pihak pada
waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

2. Perjanjian perkawinan diajukan secara tertulis, dan kemudian disahkan
oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat di dalam akta
perkawinan.

3. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar
batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

4. Selamaperkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak
dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
mengubah dan perubahan tidakmerugikan pihak ketiga.

5. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan tadi berlaku juga terhadap
pihak ketiga.

6. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

KUHPerdata juga memberikan beberapa larangan tentang isi
perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan
ketertiban umum.

2. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh
KUHPerdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga,
misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat

kediaman sendiri (pasal 139KUHP perdata).

64 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda dalam Perkawinan (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2016), 68.
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3. Dalam perjanjian itu suami istritidak boleh melepaskan hak mereka
untuk mewarisi  harta peninggalan  anak-anak mereka  (Pasal 141
KUHPerdata).

4. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan
menanggung utang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan
(Pasal 142KUHPerdata).

5. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja
kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143
KUHPerdata). Hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum
mengenai hak-hak suami istri, terutama untuk kepentingan pihak ketiga
yang mungkin tidak menguasai hukum negara asing yang ditunjuk.

6. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan
mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143
KUHPerdata).

Menurut syariat Islam, perjanjian perkawinan mempunyai syarat
sah, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati.

2. Harus sama-sama ridho dan ada pilihan.

3. Harus jelas dan gamblang.

. Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Peranjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua
calon pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-

masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu,yang
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disahkan oleh pegawai pencatat nikah.®® Perjanjian perkawinan mempunyai
syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat
Islam atau hakikat perkawinan.  Jika syarat perjanjian yang dibuat
bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk
perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan
akad nikahnya sendiri sah.

Darisisi  hukum Islam atau dalam pandangan perpektif syariah
bahwa persoalan perjanjian perkawinan ini tidak banyak dibahas secara
eksplisit baik di dalam dalil-dalil syariat ataupun di dalam kitab-kitab fikih
ulama klasik. Sehingga perjajian perkawinan lebih cocok dipandang sebagai
suatu produk ijtihad.

Menurut Nurjihad, asal muasal perjanjian perkawinan sendiri dapat
ditelusuri dari persoalan ada tidaknya harta bersama di dalam Islam.
Mengacu pada KHI Pasal 86, menentukan bahwa pada dasarnya tidak ada
percampuran harta  antara suami-istri ~ karena perkawinan.  Pasal 85
menentukan tidak  menutup kemungkinan adanya harta  milik masing-
masing suami atau harta istri.®®

Hal mendasar paling penting yang perlu digaris bawahi bahwa
perjanjian perkawinan bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri. Perjanjian
perkawinan masuk kategori perjanjian tambahan, dan tidak bisa dilepaskan
dari perjanjian pokoknya, yaitu akad pernikahan. Sehingga di dalam Islam,

jika dilakukan perjanjian perkawinan, maka ketentuan didalam perjanjian

8 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat,(Jakarta:Kencana,2006), 119
% Nurjahid dalam seminar diakses dalam https://law.uii.ac.id/blog/2020/11/16/menyoal-
perjanjian-perkawinan-dari-perspektif-hukum-perdata-dan-islam/
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tersebut tidak boleh bertentangan dengan konsekuensi hak dan kewajiban
yang timbul dari akad perkawinan.®’

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan
dalam beberapa Pasal

Pasal 45 menjelaskan mengenai kedua calon mempelai dapat
mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak, dan
(2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum
Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul
terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak
sungguh-sungguh  jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke
Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang
wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah
diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,
kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan
Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2)
Perjanjian tersebut padaAyat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi
dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak
bertentangan dengan hukum Islam. (3) Di samping ketentuan dalam Ayat
(1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan
masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek yang terjadi atas

harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

7 1bid.
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Pasal 48: (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai
pemisahanharta bersama atau harta syarikat, maka perjanjiantersebut tidak
boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga. (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi
ketentuan tersebut pada Ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta
bersama atau harta, syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya
kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49: (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi
semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan
maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. (2) Dengan
tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan
bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang
dibawa pada saat  perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini
tidak meliputi  harta pribadi  yang diperoleh  selama perkawinan atau
sebaliknya.

Pasal 50: (1) perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat
kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan
perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah. (2) perjanjian perkawinan
mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan
wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah tempat
perkawinan dilangsungkan. (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah
mengikat kepada suami-istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru
mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami-istri dalam

suatu surat kabar setempat. (4) apabila dalam tempo enam bulan
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pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran
pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak
ketiga. (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh
merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.
Pasal 51 menjelaskan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan
memberi  hak kepada  istriuntuk  meminta pembatalan  nikah atau
mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
Pasal 52 menjelaskan bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan
dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai
tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang
akan dinikahinya itu.®
B. Konsep Perlindungan Hukum
1. Pengertian Perlindungan Hukum
Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan
legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts
bescherming. Dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan
hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya)
melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut
memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur
cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak tertentu

dengan menggunakan cara tertentu.®®

8 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Depag RI, 2000), 32

89 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),
595.
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Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang
menjelaskan bahasan ini, yakni sebagai berikut:"

a. Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan tentang perlindungan hukum
merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memberikan pengayoman
kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.™

b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum
adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.’

c. Menurut Kansil berpandangan mengenai Perlindungan Hukum adalah
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik
dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”

d. Menurut Muktie, A. Fadjar berpendapat tentang Perlindungan Hukum
adalah penyempitan arti dari perlindungan hal ini berhubungan dengan
pemaknaannya, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak

dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek

70 http://tesishukum.com. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 pukul 21:47 WIB.

1 Satjipto Raharjo, llmu Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 69.

72 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:PT. Bina
llmu, 1987), 25.

3 CST Kansil. Pengantar llmu Hukum dan Tata HukumIndonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1980), 102.
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hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.
Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk
melakukan suatu tindakan hukum.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil pemahaman bahwa
perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu
bersifat secara preventif maupun secara represif, baik yang secara tertulis
maupun yang tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.

2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang diberikan ~ bagi  rakyat  Indonesia
merupakan implementasi dari prinsip-prinsip pengakuan serta perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila.
Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena
itu ada beberapa macam perlindungan hukum. Dalam jurnal of Financial
Econimics bentuk perlindungan hukum yang diberikan olehnegara memiliki
dua bentuk yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman
(sanction).”  Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh
negara yang paling nyata dengan adanya institusi-institusi penegak hukum
seperti kejaksaan,  kepolisian, pengadilan,  serta lembaga-lembaga
penyelesain sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi lainnya.

Perlindungan yang dapat bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat

" R. La Porta “Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial
Economics 58 (1 January) 2000.
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peratura, sedangkanperlindungan yang bersifat hukuman (sanction) yaitu

menegakkan peraturan.

Menurut M. Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya perlindungan
hukum itu jika ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua bagian
yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.”™
1. Perlindungan hukum internal pada dasarnya alah perlindungan hukum

yang dimaksud dikemas sendiri  oleh para  pihak pada saat membuat
perjanjian, pada waktu membuat klausula-klausula kontrak kedua belah
pihak menginginkan  agar kepentingannya bisa terakomodir atas
dasar sepakat.

2. Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi
bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan hakikat aturan
perundangan Yyang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak,
secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang
seimbang kepada pihaklainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada
dua macam, yaitu:’®

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untukmengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa.  Perlindungan hukum preventif sangat

> Moch. lIsnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (PT. Revka Petra Media,
Surabaya, 2016), 159.

76 Philipus M Hadjon, Pengkajian llmu Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 1994), 2.
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besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif
pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil
keputusan yang didasarkan pada disresi. Di indonesia belum ada
pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan
pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan
hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhada pihak-pihak asasi manusia karena menurut sejarah
dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap pihak-pihak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-
pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip
kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan
pengakuan dan perlindungan  terhadap hak-hak asasi manusia,
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat
tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
Sedangkan menurut muchsin, membedakan perlindungan hukum
menjadi dua bagian, yaitu: ’’

1. Perlindungan Hukum Preventif

" Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta,
magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20.



50

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan
untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam
melakukan satu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum  represif merupakan  perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan
suatu pelanggaran.

Sedangkan di dalam islam Teori Muqasid al-Syari“ah adalah
salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori Mugqasidal-
Syari“ah dari Jasser Audah telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para
ulama, yaitu: Hifz al-Din (pelestarian agama), Hifz al-Nafs (pelestarian
nyawa), Hifzal-Mal (pelestarian harta), Hifz al-Aql (pelestarian akal),
Hifz al-Nasl (pelestarian keturunan), sebagian ulama menambahkan Hifz
al-Ird (pelestarian kehormatan).

C. Konsep Maslahah Mursalah (Imam Al-Ghazali)
1. Dasar Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah kata ini telah disebutkan di dalam Al-Qur’an
secara tersirat yaitu pada surah Al-Zumar ayat 18, yaitu:

AT 5l gl 50 agoh Cudll Gl 51 Al &) il O3l ¢y s Gl
Artinya : Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling

baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah

petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.



Para ulama tafsir memahami ayat tersebut dengan dua pemaknaan.
Pertama, jika kata al qawl dalam ayat tersebut berarti mengenai orang-
orang yang saleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan
dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada
umumnya. Kedua jika kata al gawl dalam ayat tersebut diartikan sebagai
firman Allah, berarti bahwa mereka harus mendengarkan firman Allah itu
dengan penuh ta’dzim. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai
alternatif yang diperoleh bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk
mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, mereka yang dilengkapi dengan
pemahaman rasional itu harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan
hukum yang lebih tinggi. Kepentingan umum juga dipandang sebagai
dasar hukum dalam syariah.”®

Konsep tersebut dalam kitab Ushul Figh yang lain tersebutkan
beberapa dalil yang bisa menguatkan tindakan pemboikotan yang
dilakukan oleh beberapa ulama dan ormas Islam, antara lain dalil yang
menyebutkan:

Pertama adalah kaidah figih yang berbunnyi:

e

J1 5 ol

e

Artinya:  “Memprioritaskan  kepentingan lebih besar, ketimbang
kepentingan lebih kecil.”"®
Kedua, kaidah fikih yang mengatakan:

lliazd cola e £38 aldall ¢ 0

Artinya: “Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat

8 A. Rahman 1. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), 110-111.
9 Abd. Hamid Hakim, Mabadi' Awwaliyah, (Jakarta: al-Maktabah as-Sa'adiyah Putra, t.t
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kebaikan. %
Terakhir,
Saliat U Ll e 0 Sl o) i
Artinya: “Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan
rakyat.”8!
Serta kaidah ushul fikih yang berbunyi:
diay i ey va
Artinya: “Apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian
meninggalkan semua.”82
. Pengertian Maslahah Mursalah
Al-Ghazali dapat dinilai sebagai tokoh ushuliyyin mazhab Syafi’i
yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap Maslahah
Mursalah. Sebelumnya ushuliyin Syafi’iyah pada periode sebelum Al-
Ghazali tidak banyak membahasnya. Dengan demikian, tidak berlebihan
jika dikatakan bahwa apa yang dibicarakan Al-Ghazali tentang maslahah
mursalah tersebut (khususnya yang terdapat pada al-Mustasfa) belum
pernah diungkap  oleh  para pendahulunya. Al-Ghazali memang
membicarakan maslahah mursalah dalam keempat karyanya, yaitu al-
Mankhul, Asas al-Qiyas, Syifa’ al-Galil, dan al-Mustasfa. andangan Al-
Ghazali tentang maslahah mursalah ini,  dijelaskan dalam kitab Al-
Mustashfa.
Al-Ghazali mengawali pembahasannya dalam Kkitab ini dengan

menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan

8 1bid., 35.
8 1bid., 40.
8 bid., 35.
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tidaknya oleh dalil syara’. la menyatakan:®

Al and s LeDlad 2ed and s W LY & Al agd and ALl B3 ¢ 5l Baled ) ALYl daliadll
W LY Vs LBl W g i) agdy,

oaill Jsine (e oSall (i) ga 5 Ol U Leloala qa s Aas ed L e Y g dll agd Lol
CropaledY | jaall o Ll o md JsSla gl Gog piia (e Sl Lo S () LS allie s g laa)
daliadl sda dlaa S o Jiby edll g il 4y a8 o<l Lalie s (g3 Jinl) Laial

el s JB Alle gLl pa 48 GBlicl o ey al Can agle SO Ll unilite (4 e o e Slile ()
a3l pgeall o) daliaal) S 45 5e5 oL a3 Jlic) iatal 5 adle Jed @l

&l 3 g0 e it ) g Sl e g Asbadlly QUSH el Adlaa g bl J 68 1368
JIsa¥) s Gy Lgua uaiy

Sl Jae 3138 5 e gl e YL Yy OUadl g il (e 4l gy alle ; CLllll andl)
Terjemahnya:

“Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’
terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara’,
maslahat yang dibatalkan oleh syara’, dan maslahat yang tidak dibenarkan
dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ada dalil khusus yang
membenarkan atau membatalkannya).

Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan
hujjah dan kesimpulannya kembali kepada giyas, yaitu mengambil hukum
dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa
setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram
digiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk
memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan)
hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara’ terhadap khamar itu
sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara’.
Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja
ketika melakukan  hubungan suami isteri di siang hari
Ramadhan,hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu
disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan
hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, "Kalau raja itu saya
suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia
dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi
kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan

8 Al-Ghazali, al-Mustashfa min [Im Ushul, Tahgiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar,
Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H, 414 — 416.



berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi
Nash al-Kitab (dan hadis—pen.) dengan maslahat. Membuka pintu ini
akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-
nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula
dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan
atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah
yang dikenal dengan maslahah mursalah).”

Dari uraian Al-Ghazali di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat
dibagi menjadi tiga, yaitu:

Maslahat yang dibenarkan ditunjukan oleh nash/dalil tertentu.
Inilah yang dikenal dengan maslahat mu 'tabarah. Maslahat semacam ini
dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam
dan termasuk ke dalam kajian giyas. Dalam hal ini para pakar hukum
Islam telah konsensus.

Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu.
Inilah yang dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini
tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan  hukum Islam.
Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.

Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang
membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang
dikenal dengan maslahah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda
pendapat apakah maslahah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan
dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Secara etimologis, kata al-maslahat, jamaknya al-maslahah
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berarti sesuatu yang baik atau yang bermanfaat.* Maslahat kadang-
kadang disebut pula dengan ishtilah as-taslahah, yang berarti mencari
yang baik.%% Sedangkan maslahat menurut pengertian syara’ pada
dasarnya di kalangan para ulama ushul mempunyai pandangan yang
sama, walaupun berbeda-beda dalam memberikan definisi.

Maslahah mursalah berasal dari Bahasa Arab yang berarti
perbuatan-perbuatan yang  mendorong kepada  kebaikan ~ manusia.
Umumnya diartikan dengan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi
manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti
menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan
seperti menolak kemudlaratan atau kerusakan.®

Secara etimologi (bahasa), kata maslahah berasal dari Bahasa
Arab dantelah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata
“maslahah”, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa
kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa, kata maslahah
berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, yang artinya sesuatu yang
baik, patut, dan bermanfaat.8” Sedangkan kata mursalah artinya terlepas
bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur’an dan Al-Hadis) yang
membolehkan atau yang melarangnya.®®

Secara terminologi  (istilah), terdapat perbedaan rumusan di

kalangan madzhab ulama ushul. Diantaranya adalah definisi yang

8 Jalaluddin Abdurrahman, Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri’, (Matba’ah aAl-
Sa’adah, Mesir, 1983), 12.

8 Abdul Wahab Khalaf, Masadir Al-Tasyri’, Al-Islami Finala Nasa Fih, Dar Al-Qalam,
Kuwait, 1972, 77

8 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, jilid 2, (Jakarta : Kencan, 2011), 345.

8 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1973), 219.

8 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, 43.



diungkapkan oleh  al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah adalah
sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan
kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) baik manusia,
sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.%®

Imam Al-Ghazali, mendefenisikan maslahat pada dasarnya ialah
berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.®
Ibnu Taimiyah, sebagimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah,%
mengatakan, bahwa maslahat ialah  pandangan mujtahid tentang
perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan
yang berlawanan  dengan syara. Sedangkan  menurut Jalaluddin
Abdurrahman, memberikan defenisi maslahat ialah memelihara hukum
syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan
batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia
belaka.

Dalam buku Ushul Al-Figh al-I1slam karya Zaky ad-Din Sya’ban,
menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan
mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum, vyaitu: pertama,
kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat
dalil yang menolaknya. Kedua, maslahah mursalah itu hendaklah
maslahah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga,
maslahah itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya’ban

mengemukakan,  jika menggunakan maslahah  mursalah  dalam

2011),

56

8 Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa, Juz 1, (Qahirah: Dar al-Hadis,

538.
% Al-Ghazali, al-Mustasfa, Maktabah Al-Jumdiyah, (Mesir, 1971), 251.
%1 Muhammad Abu Zahrah, Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Figluh,

(Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir), 1995.
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menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain:%2

a. Maslahah mursalah itu adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum

dalam arti dapat diterima oleh akal sehat dan betul-betul mendatangkan
manfaat bagi manusia.

. Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara’ dalam
menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat
manusia.

. Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara’ dalam menetapkan
hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara’ yang telahada, baik
dalam bentuk nasionalitas Al-Qur’an dan sunnah, maupun ijma’ ulama
terdahulu.

. Maslahah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam
kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan

umat dari kesulitan.

Sedangkan para ulama Ushul Figh mempunyai tiga pokok pikiran

tentang maslahah yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli

filsafat dan etika, yaitu:*3

a. Bahwa definisi maslahah itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan

tetapi juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai dua alam
kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan di
akhirat yang sifatnya kekal. Duaalam tersebut sama-sama penting,
karena kehidupan di dunia sebagai tujuan untuk kehidupandi akhirat

kelak. Dengan demikian, Allah SWT mensyariatkan hukum untuk

92 Zaky ad-Din Sya’ban, Ushul Al-figh al-Islam, (Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1965), 173.
9 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Figh, (Yogyakarta: Pustaka llmu Group, 2013), 13.
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kepentingandi dua kehidupan tersebut yaitu hukumyang mengatur
hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur
hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini
mengandung maslahah atau manfaat bagi manusia baik secara individu
maupun secara social.

. Bahwa maslahah itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat fisik saja,
seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun juga meliputi fisik
dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul Figh, manusia itu terdiri dari
dua unsur penting yaitu unsur fisik dan unsur rohani (jiwa). Dari masing-
masing unsur tersebut membutuhkan maslahah yang berbeda. Oleh
karena itu, Islam membangun ajarannya sangat komprehensif yang
meliputi agidah dan syari’ah yang menjadikan kebutuhan manusia itu
sempurna.

. Bahwa kemaslahatan agama merupakan prinsip untuk kemaslahatan
ukhrawi. Untuk itu, para ulama Ushul Figh mengklasifikasikan
kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh
hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara
akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan.

Dari beberapa  definisi  diatas, pada prinsipnya semua

mengandung esensi yang sama. Artinya, maslahat yang dimaksudkan
adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’, bukan kemaslahatan
yang semata-mata berdasarkan keinginan serta hawa nafsu manusia
semata. Karena pensyari’atan hukum tidak lain adalah untuk

menciptakan kemaslahatan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan



di dunia agar terhindar dari berbagai kerusakan.
3. Pembagian Maslahah Mursalah
Dinilai dari segi kualitas serta kepentingan dari kemaslahatan itu,
kemudian dibagi menejadi 3 bagian, yaitu:

a. Maslahah al-Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan
dengan kebutuhan  pokok manusiadi dunia dan di akhirat.
Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut al-
mashalil al-khamsah.

b. Maslahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan
kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar
manusia. Misalnya dalam mu’amalah dibolehkan melakukan jual beli
pesanan.

c. Maslahah Al-Tahsiniyyah vyaitu, kemaslahatan yang sifanya
pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan
sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakanyang bergizi,
berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis
dari badan manusia.®*

Kemudian jika dinilai dari kedalaman kandungan maslahah, maka
dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:*°

a. Maslahah Al-‘Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk

% Nasrun Haroen, ushul Figh, (Ciputat : PT Logos Wacana Imu , 1997), 115-116.
% Muhammad Tahir bin Asyur, Magasid al-Syari’ah al-1slamiyah, 313.
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kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas
umat.

b. Maslahah Al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat
jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan
hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (magfud).

Sedangkan maslahah jika dinilai dari pandangan legalitas formal,
terdiri dari tiga macam, yaitu:

a. Maslahah al-Mu tabaroh, yaitu maslahah yang didukung oleh syara’,
baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahah
yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.®®

b. Maslahah al-Mulgah atau maslahat yang ditolak adalah maslahat yang
pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh
syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.®’

c. Maslahah Al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak
didukung syara’, dantidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil
yang rinci.

Maslahah jika dinilai dari segi berubah atau tidaknya, Mushtafa
al-Syalabi membaginya kepada dua bagian, yaitu:®

a. Maslahah Al-Tsubitsh, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak
berubah sampai akhir zaman.

b. Maslahah Al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berbubah-ubah

sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.

% Abd al-Wahhab Khallaf, IIm Usul al-Figh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri’ (Mesir:
Matba’ah al-Madani, t.th.), 83.

9 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, al-mustafa, 174.

9 Al-Syalabi, Talil al-Ahkham, Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, Mesir, 1981, 281-282.
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Kemaslahatan ini berkaitan dengan kemaslahatan mu’amalah dan adat
kebiasaan.

Hujah Ulama tentang Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum

Paraulama belum secara bulat tentang kehujjahan maslahah
mursalah sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-
kasus yang secara eksplisit, yang mana kasus tersebut tidak disebutkan
dalam nash. Menurut ulama Hanafiyah,®® maslahah mursalah dapat
dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat
didukung oleh ayat, hadis atau ijma ‘ yang menunjukkan bahwa sifat yang
dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ‘illat (motivasi hukum)
dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi
hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.

Pandangan mengenai maslahah mursalah secara term atau istilah,
terdapat komilasi di beberapa kalangan madzhab ulama’ ushul. Misalnya
saja definisi yang diterangkan oleh al-Ghazali menjelaskan bahwa
maslahah merupakan sesuatu yang diberikan nilai atau pandangan yang
baik oleh akal sehat, pandangan ini beralasan karena berupaya
mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, hal ini pun juga
sejalan dengan tujuan syara’ dalam penetapan hukum,

Imam Al-Ghazali kemudian mendefenisikan maslahat secara garis
besar adalah bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan

keburukan.'®* Ibnu Taimiyah, dalam kutipan Imam Abu Zahrah,%2

2011),

61

% Ibn Amir al-Haj, at-Taqrir wa at-Tahrir, (Mesir: al-Matba‘ah al-Amiriyah, 1316 H), 150.
100 Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis,

538.
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menerangkan bahwa maslahat ialah pandangan mujtahid mengenai
perbuatan yang bertujuan mendatangkan kebaikan yang jelas dan bukan
merupakan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan syara’.

Konsep mengenai maslahah mursalah ini mengutip dari Taufig
Yusuf al-Wa’i, bahwa al-Ghazali, yang dapat menerima maslahah
mursalah terbatas hanya pada persoalan-persoalan yang bersifat daruri.t%®
Menurut al-Isnawi asy-Syafi‘i (w. 772 H), bahwa al-Ghazali dan al-
Baidawi, menerangkan maslahah mursalah itu khusus digunakan dalam
masalah-masalah yang bersifat daruri, selain itu tidak dapat digunakan.%
Pandangan lainnya al-Isnawi juga sependapat jika maslahah mursalah
tidak digunakan dalam penetapan sebuah hukum.

Menurut asy-Syaukani (1250 H), seperti dikutip oleh Taufig, ada
empat kelompok dalam menanggapi eksistensi maslahah mursalah
sebagai dalil. Kelompok pertama, kata asy-Syaukani adalah kelompok
yang berpendapat bahwa maslahah mursalah sama sekali tidak bisa
dipakai sebagai dalil. Kelompok ini merupakan pendapat jumhur.
Kelompok kedua, menurut asy-Syauani adalah  kelompok yang
berpandangan bahwa maslahah  mursalah dapat dijadikan sebagai
dalil secara mutlak. Pandangan ini dikemukakan oleh Malik. Menurut
al-Juwaini dalam bukunya al-Burhan, ia mengatakan bahwa maslahah
mursalah itu memang pendapatnya Malik. asy-Syafi‘i dalam

gaul gadimnya juga berpendapat demikian, seperti Malik.
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108 Taufiq Yasuf al-Wa‘, al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah, 251.
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Penishbatan kepada Malik ini dibantah oleh beberapa orang pengikut
mazhab Maliki. Menurut mereka, Malik tidak pernah berpendapat
demikian. Hal itu terbukti bahwa di dalam kitab Malik tidak ditemukan
pendapat yang demikian. Adapun kelompok ketiga, masih menurut asy-
Syaukani,berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat digunakan sejauh
sesuai dengan syariah. Pandangan ketiga ini didukung oleh Ibn Burhan
dalam bukunya al-Wajiz. Disamping Ibn Burhan, asy-Syafi‘i
dan sebagian besar sahabat atau pengikut Abu Hanifah, mereka sering
menggunakan maslahah mursalah sebagai dalil hukum dengan syarat
sesuai dengan maslahah mu ‘tabarah. Sedangkan kelompok keempat
berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat digunakan sejauh untuk
kebutuhan daruri. Kelompok keempat ini dipegangi oleh 1bn Daqiq al-‘Id.
Dari sini, 1bn Daqiq berpendapat demikian sebagai bentuk kehati-hatian
agar jangan sampai keluar dari ketentuan syariah.'®® Maslahah mursalah
itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru
yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu al-
Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Para ahli usul fikih
masih berbeda pendapat tentang kehujahan  maslahah  mursalah
sebagai dalil hukum.

Maslahah mursalah itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk
menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber
hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, baik diterima maupun ditolak.

Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat tentang kehujahan maslahah

105 1hid., 253.
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mursalah sebagai dalil hukum. Secara umum, pengguna maslahah
mursalah ini adalah ahli usul figh dari kalangan mazhab Maliki dan ahli
usul lainnya yang menganggap baik untuk digunakan dalam memecahkan
problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dewasa ini, khususnya dalam kajian ini berhubungan dengan perjanjian
perkawinan.

D. Karangka Berpikir

MK No 69/PUU-
X11/2015

Mursalah

\/

Perlindungan Hukum

[ Perjanjian Perkawman Perspektlf Maslahah }

Bagan | Kerangka Penelitian
Sesuai dengan  kerangka berfikir  tersebut dapat dijelaskan bahwa
perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang
sah. Kajian ini yang pertama membahas mengenai putusan MK No 69/PUU-
X11/2015. Putusan MK No 69/PUU-XI1/2015 memberikan ketentuan
yang jelas mengenai perjanjian perkawinan dan upaya penyelesaian
persoalannya. Kedua, dalam pandangan perpektif syariah sesuai dengan konsep

maslahah mursalah juga mengajurkan agar terlaksananya ikatan perkawinan
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yang baik termasuk dengan dilaksanakannya perjanjian perkawinan, termasuk

di dalamnya berusaha mencari kebaikan dan menjauhi keburukan.



BAB I11

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. ANALISIS KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MK No 69/PUU-
X11/2015

Perjanjian dalam berbagai bidang merupakan sebuah hal yang
diperbolahkan, asalkan memenuhi prinsip dasar ketentuan syariat. Termasuk
salah satunya dilaksanakan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan oleh dua
belah pihak, yaitu suami dan isteri. Landasan dasar perjanjian perkawinan
termuat di KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, meskipun tidak
secara rinci membahas mengenai perjanjian perkawinan dengan detail dan rinci.

Fungsi dari dibuatnya perjanjian perkawinan memiliki motif dan latar
belakang yang berbeda, tergantung kebutuhan dan kondisi kedua belah pihak
yang membuat perjanjian tersebut. Pada salah satu ketentuan yang dijelaskan
dalam Pasal 124 ayat (2) KUH Perdata yaitu mengenai fungsi perjanjian
perkawinan yang dapat menjadi pembatas, baik bagi kekuasaan isteri atau
kekuasaan suami mengenai barang atau harta kekayaan, khususnya yang
diperoleh setelah menikah atau dilangsungkannya perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam Pasal 147 KUH Perdata menjelaskan
mengenai  waktu pembuatan perjanjian, Vyaitu dilaksanakan sebelum
berlangsungnya pernikahan. Hal ini juga menegaskan bahwa perjanjian
perkawinan harus dilaksanakan sebelum adanya ijab kabul, maka perjanjian ini

akan terlepas dan sama sekali tidak berhubungan dengan ketentuan rukun dan
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syarat dalam pernikahan Islam.

Mengenai penjelasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan, dalam
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan, namun dalam UU
ini lebih luas lagi karena dapat dilaksanakan sebelum dan atau saat perkawinan.
Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan hal yang sama,
bahwa perjanjian perkawinan pada dasarnya dapat dibuat setelah terjadinya
perkawinan, dan dengan batasan yang terpenting selama ikatan perkawinan
masih ada.

Terlepas dari penjelasan kapan perjanjian perkawinan tersebut dibuat,
namun perjanjian perkawinan tidak masuk ke dalam ketentuan rukun dan syarat
pernikahan Islam. Sehingga dengan ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan
ini, maka secara hukum Islam pada dasarnya sah jika rukun dan syarat
pernikahan terpenuhi. Perjanjian perkawinan ini berdiri sebagai faktor lain, yang
mana bertujuan untuk menunjang kebaikan rumah tangga seseorang.

Perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum Islam tidak dijelaskan
secara rinci dan detail mengenai landasan atau nash yang digunakan sebagai
dalil, baik Al-Qur’an, Hadits ataupun dalam kitab fikih ulama klasik. Perjanjian
perkawinan ini kemudian menjadi salah satu produk ijtihad yang mana dasar
utamanya bermula dari permasalahan mengenai harta bersama antara suami dan
isteri dalam hukum Islam. Ini menjadi dasar dapat dilaksanakannya perjanjian
perkawinan dikembangkan hingga akhirnya menjadi sebuah hal yang melekat
dan identik dengan pernikahan.

Percampuran harta dalam pernikahan, dalam KHI Pasal 86 dijelaskan

bahwa meskipun telah terjadi pernikahan tetap tidak ada percampuran harta
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antara suami dan isteri, artinya meskipun telah ada ikatan tidak dihitung
percampuran harta. Maka harta yang didapatkan setelah berlangsungnya
pernikahan semuanya merupakan harta masing-masing.

Hal yang harus dicermati dalam perjanjian perkawinan adalah ketentuan
perjanjian tersebut tidak melanggar dari rukun dan syarat berlangsungnya
pernikahan serta ketentuan syara’. Karena perjanjian perkawinan juga tidak
memiliki landasan hukum atau nash yang jelas dan rinci mengenai sebab-sebab
yang membolehkan ataupun yang menolaknya.

1. Pengaturan Mengenai Perjanjian Perkawinan Setelah Berlakunya
Putusan MK No 69/PUU-X11/2015
Era dewasa ini, perjanjian perkawinan merupakan hal yang familiar dan
populer di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu penyebabnya yaitu
pasangan atau mempelai berkeinginan memiliki ketentuan syarat soal ekonomi
masing-masing pasangan dalam pernikahannya. Ini menjadi latar belakang
mengenai perjanjian perkawinan yang belakangan ini populer. Karena tentunya
masing-masing mempelai bertujuan dan memiliki kesadaran untuk mencari hal
yang baik dalam pernikahannya.!°®
Konsep mengenai perjanjian pernikahan dalam hal kapan dibuatnya,
dijelaskan bahwa pembuatannya sebelum mempelai menikah. Artinya sebelum
terjadinya akad pernikahan, sudah harus ditentukan dan saling dipekati
mengenai poin-poin perjanjian perkawinan. Dalam perspektif ini, juga dapat

menjadi tolak ukur bagi masing-masing mempelai untuk mengetahui dan

106 Barbara A. Atwood and Brian H. Bix, A New Uniform Law For Premartial and Marital
Agreements, Family Law Quarterly, Volume 46 Number 3 Fall 2012, 313
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menguji pasangannya sendiri, termasuk dalam aspek meterialistis.’

Lnadasan perjanjian perkawinan vyaitu kesepakatan antara kedua belah
pihak, yang mana masing-masing pihak harus saling menerima dan membuat
perjanjian secara adil. Hasilnya akan mengikat kedua belah pihak yang
membuat perjanjian, sehingga harus dilaksanakan dengan proses yang
maksimal agar produk perjanjian perkawinan tersebut memiliki hasil yang
maksimal dan benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak.1%

Produk dari perjanjian perkawinan ini bersifat mengikat, termasuk
dengan konsekuensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya
saja mengenai pemisahan harta yang didapatkan setelah menikah, yaitu harta
isteri menjadi miliki isteri dan harta suami menjadi milik suami, maka ini
merupakan sebuah hal yang sah. Termasuk perjanjian perkawinan yang dibuat
untuk saling menjaga masing-masing pasangan dari potensi adanya
kemungkinan terburuk yaitu perceraian.%®

Potensi penyimpangan harta yang terjadi dalam sebuah rumah tangga
atau ikatan pernikaha menjadi salah satu alasan dibuatnya perjanjian
perkawinan. Karena esensi utama adanya perjanjian perkawinan adalah
mencari kesepakatan terbaik jika terjadinya proses perceraian. Belakangan ini
setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai
pelakasanaan perjanjian perkawinan. Namun setelah lahirnya putusan MK ini

terdapat perubahan esensial, yang mana perjanjian dapat dilaksanakan kapan

107 sanford N. Katz, Family Law in America, Oxford University Press, 2003,30.
108 sanford N. Katz, Family Law in America, Oxford University Press, 2003, him 31
109 Elizabeth Cooke dan Spencer Clarke, The Law COmmisions Report on Matrimonial

Property, Needs and Agremeents, Family Law Quarterly, volume 48 no. 2, Summer 2014, 362.
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saja selama pernikahan masih berlangsung.*°

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat
perubahan yang siginifikan dalam ketentuan perjanjian perkawinan, misalnya
saja pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
sehingga terjasidi perubahan substansi Pasal 29, menjadi sebagai berikut:

a) Pasal 29 ayat (1) berubah menjadi “Pada waktu, sebelum dilangsungkan
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan
bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

b) Pasal 29 ayat (3) berubah menjadi “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian
Perkawinan’;

c) Pasal 29 ayat (4) berubah menjadi “Selama perkawinan berlangsung,
perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian
lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak
ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Tiga pasal tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan karena
dinilai bertentangan dengan ketentuan dasar dalam Undang-Undang Dasar

1945, sehingga kemudian terjadi perubahan pada tiga pasal tersebut dengan

subtansi yang cukup mendalam.

110 Sonny Dewi Judiasih, Quo Vadis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
X111/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, Disampaikan pada Lokakarya Perjanjian Perkawinan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 yang diselenggarakan oleh
Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum  Universitas Padjadjaran Bandung pada
tanggal 05 April 2017.
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Pada pokoknya perubahan tersebut menitik beratkan pada perjanjian
perkawinan boleh dilaksanakan kapan pun, termasuk di dalamnya juga boleh
dilaksanakan proses revisi. Meskipun dalam proses revisi juga harus atas dasar
kesepakatan kedua belah pihak, namun perubahan tersebut menjadi sebuah hal
subtansi karena tidak ada pada ketentuan Undang-Undang sebelumnya.

. Model Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Berlakunya Putusan
MK No 69/PUU-X11/2015

Perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11/2015 menjadi lebih mengarah pada sebuah tujuan secara
rinci, bukan hanya membahas soal harta namun juga pada faktor-faktor penting
lainnya dalam pernikahan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29
ayat (4) putusan MK 69/2015, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat
dibentuk bukan lagi soal harta saja, melainkan faktor yang yang dinilai penting
oleh kedua belah pihak.!!

Pasal 29 ayat (4) putusan MK 69/2015 masih memberikan pendalaman
mengenai perjanjian perkawinan, jika suami dan isteri membuat perjanjian
perkawinan pada masa perkawinan atau setelah adanya akad nikah, maka
dinyatakan telah ada harta yang bercampur. Maka dalam memudahkan ini,
berdepdoman pada tanggal dimulai perjanjian perkawinannya, setelah adanya
perjanjian maka dapat memisahkan harta-harta tersebut. Sedangkan sebelum
adanya perjanjian maka harta memang terbentuk atau menjadi harta yang
tercampur menjadi milik kedua belah pihak.

Pembagian harta yang bercampur kemudian juga akan lebih sulit lagi,

111 Herlin, Op.Cit.
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dijelaskan dalam Pasal 1678 KUHPerd yang mana pembagian harta dalam
bentuk hibah saat masih terjalin ikatan suami isteri itu dilarang kecuali berupa
pemberian hadiah baik dalam bentuk nominal atau benda bergerak. Contohnya
saja dalam pembagian harta yang bercampur lebih besar salah satu pihak
misalnya isteri mendapat % (tiga perempat) dan suami Y2 (satu perempat),
pembagian semcam ini masuk ke dalam kategori hibah, ini merupakan sebuah
hal yang dilarang dalam pembagian harta campuran.

Pandangan mengenai pembagian dan pemisahan harta perkawinan tidak
dapat dilaksanakan secara sembarangan, termasuk kedua belah pihak telah
setuju. Namun pemilikan bersama, pembagian dan atau pemisahan dapat
terjadi jika terjadi meninggalnya suami atau isteri atau perceraian suami isteri.
Sehingga ketika memang tidak ada faktor yang menodorng terjadinya
pembagian atas dasar perjanjian perkawinan, maka hal ini tidak boleh terjadi
dan masuk ke dalam harta gono-gini ketika terjadinya perceraian.

Menurut Asser De Boer perihal tanggungan hutang yang terjadi pada
perusahaan adalah dapat dinyatakan batal demi hukum. Faktor ini tidak dapat
diperjanjikan, yang mana salah satu pihak antara suami atau isteri akan
menanggung hutang yang lebih besar daripada keuntungan laba persatuan yang
diperoleh. Maka hal ini juga dilarang dalam proses perjanjian karena tidak
memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh pihak.!!?

Ketegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI111/2015 juga memberikan titik berat yang mana sebelum perjanjian tersebut

disepakti, maka kedua belah pihak juga dapat membuat daftar harta mana saja

12 C. Asser-J. de Boer, Personenen Familierecht, zestiende druk, Kluwer-Deventer,
2001,301.
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yang bisa dicampur dan atau tidak bisa dicampur sekalipun telah
melangsungkan pernikahan. Ini menjadi ketegasan dalam putusan MK tersebut,
maka ini juga memperjelas bias diperbolehkannya merinci harta mana saja
yang dapat dibagi atau tidak.

Proses ini merupakan proses dengan melekatkan pada minuta perjanjian,
jika daftar harta ini tidak dilaksanakan secara detail, kemudian terjadi
penamabahan maka juga harus dibuktikan dengan cara yang jelas. Dan jika
ketika timbul perselisihan atas benda yang tidak masuk ke dalam daftar harga
ini, maka dinilai menjadi milik kedua belah pihak dengan nilai yang sama
besarnya. Pada poin ini jika terjadi hal demikian juga tidak diberbolehkan
sampai merugikan pihak-pihak kreditor dari pasangan tersebut.

Perjanjian perkawinan diperbolehkan mengenai syarat penangguhan atau
syarat pembatalan, termasuk juga didalamnya mengenai ketetapan waktu atau
termin (termijn)!3. Misalnya saja mengenai poin ini yaitu perjanjian
perkawinan dapat berlaku jika pasangan tersebut telah memiliki atau
melahirkan seorang anak. Menurut pandangan Van Den Burght dan Asser De
Boer, perjanjian serupa merupakan perjanjian yang tidak memiliki kepastian,
maka perjanjian perkawinan model ini dapat dinyatakan batal, namun jika
dinilai dari pandangan internal antara suami atau isteri dinilai menjadi

perjanjian obligatoir.!*

113 gSyarat menangguhkan bergantung pada peristiwa yang masih akan datang dan yang
masih belum tentu akan terjadi, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya belum
terjadi. Syarat batal apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu
kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikata (Pasal 1253 KUHPerd).
Ketetapan waktu (termin) tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan
pelaksanaannya dan memberi kepastian kepada pihak ketiga bahwa prestasi pasti akan dilakukan
pada waktu yang telah dijanjikan (Pasal 1268 KUHPerd).

114 C. Asser-J. de Boer, Personen -en Familierecht, zestiende druk, Kluwer-Deventer ,
2001, 304-305



90

Perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI111/2015 memberikan ketegasan penjelasan yang menolah adanya
perundang-undangan asing yang menjadi alternatif pilihan hukum. Hal ini
termasuk ketika harta tersebut merupakan harta yang diperoleh di luar negeri,
maka rujukan perjanjian perkawinan juga harus tetap dengan menggunakan
Undang-Undang yang sah di Indonesia.
Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015
tersebut dapat berlaku seterusnya pada salah satu pihak suami atau isteri yang
memmiliki hidup terlama. Termasuk juga tidak diperbolehkan penurunan harta
tersebut kepada garis keturunan ketika perjanjian perkawinan tersebut masih
terus belaku dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Maka penurunan harta
ketika tidak masuk ke dalam perjanjian, merupakan sebuah hal yang dilarang
dilaksanakan.
Terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi pertimbangan antara
pihak suami isteri untuk dapat melaksanakan atau membuat Undang-Undang
perkawinan, yaitu sebagai berikut:*°
1) Hal paling mendasar yang harus dilaksanakan dalam membuat pernjanjian
perkawinan yaitu perjanjian harus dibuat oleh notaris dan mendapatkan
persetujuan dan penetapan dari pengadilan setempat. Ini akan memberikan
kekuatan yang mengikat atas hasil perjanjian perkawinan tersebut, karena
merupakan produk hukum yang sah.

2) Harta bersama yang masih kredit tidak boleh menjadi salah satu jaminan

atau daftar list menjadi harta masing-masing pihak, karena ini akan

115 Sonny Dewi J, Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian
Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015, Jurnal Notariil Vol.
1, No. 2 Mei 2017, 82-83.
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menjadikan ketidakjelasan aspek yang berhubungan dengan pihak ketiga.
Alasan lainnya sebagai upaya melindungan pihak ketiga yaitu kreditor dan
untuk pembayaran tetap menjadi hak dan kewajiban suami dan isteri.

3) Perjanjian perkawinan berlaku atau memberikan pembatasan pencampuran
harta setelah perjanjian dibuat, ketika perjanjian belum dibuat dan telah
berlangsung ikatan pernikahan maka ini merupakan percampuran harta.
Maka penting untuk dibuat perjanjian perkawinan di masa awal sebelum
terjadinya ikatan pernikahan.

4) Sifat dari perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut, sehingga apa
yang telah tertuang di dalamnya merupakan segala hal yang harus ditepati
dengan segala konsekuensinya.

5) Perjanjian perkawinan juga harus ditulis dengan model/bentuk/format
perjanjian yang sesuai dengan norma, etika dan itikad baik. Dengan harapan
adanya kejelasan dan unsur keadilan dapat terpenuhi dalam perjanjian
perkawinan yang dilaksanakan ini, serta dapat memberikan kepastian
hukum yang benar-benar jelas.

Perjanjian perkawinan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI111/2015 Tahun 2015, pihak Direktur Jenderal Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri turut
mengeluarkan Surat Edaran berkaitan mengenai prosedur, persyaratan dan
tatacara pelaporan pencatatan perjanjian perkawinan, baik sebelum atau pada
saat perkawinan (prenuptial agreement) atau pencatatan perjanjian
perkawinan setelah/selama perkawinan berlangsung (postnuptial agreement).

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
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Nomor: 69/PUU-XI11/2015 tangggal 27 Oktober 2016, Direktorat Jendral
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 19
Mei 2017 Nomor 472.2/5876/Dukcapil, perihal Pencatatan Pelaporan
Perjanjian Perkawinan, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama
perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi
Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.

2) Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan
serta perubahan perjanjian  perkawinan atau pencabutan perjanjian
perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

3) Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi
Pelaksana membuat catatan pinggir pada registrasi akta dan kutipan akta
perkawinan sebagaimana format pada Lampiran 11 A dan Il B.

4) Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh
Negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan
pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian
perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana
format pada Lampiran 111 A dan Il B.

Tertuang dalam Lampiran surat edaran tersebut, dijelaskan mengenai
persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang
dapat diperinci sebagai berikut:

1) Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan dengan

acuan dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku:
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2) Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan

perkawinan;

3) Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;

4) Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya

dilakukan di Negara lain;

5) Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

a. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan:

a)
b)

c)

d)

e)

Foto copy KTP-el;

Foto copy KK;

Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan
menunjukkan aslinya.

Foto copy akta notaris perjanjian  perkawinan yang telah
dilegalisir dengan menunjukan aslinya;

Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.

b. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan:

a.

b.

d.

Foto copy KTP-el;

Foto copy KK;

Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah
dilegalisir dengan menunjukan aslinya;

Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.

c. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 huruf ¢ dilakukan dengan persyaratan:
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a. Foto copy KTP-el;

b. Foto copy KK;

c. Fotocopy akta notarisperjanjian perkawinan yang telah
dilegalisir dengan menunjukan aslinya;

d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan
oleh Negara lain;

e.  Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh
Negara lain.

d. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a. Foto copy KTP-el;

b. Foto copy KK;

c. Fotocopy akta notarisperjanjian perkawinan yang telah
dilegalisir dengan menunjukan aslinya;

d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan
oleh Negara lain;

e.  Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh
Negara lain.

e. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf a, b, ¢ dan d dilakukan dengan tata cara:

a) Pasangansuami dan/atau isteri  menyerahkan persyaratan
sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;

b) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau

Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan
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kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi
perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan
perkawinannya dilakukan di Negara lain;

c) Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir
atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami
dan/atau Isteri.

Perjanjian perkawinan merupakan sebuah hal yang dinilai sangat penting
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015 sehingga
terdapat berbagai macam ketentuan dan syarat dalam pembuatannya. Misalnya
saja yaitu dengan melibatkannya notaris, pengajuan di pengadilan, hingga
perjanjian perkawinan tersebut juga masuk ke dalam pencatatan Dinas
Kependudukan setempat.

Artinya perjanjian perkawinan ini merupakan sebuah hal yang sangat
penting dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, karena tenpa
sepengetahuan pengadilan dan dinas pencatatan, maka perjanjian ini hanya
akan menjadi perjanjian lisan antara kedua belah pihak saja. Serta tidak
memiliki legalitas perjanjian yang kuat sebagaimana mestinya.

Perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11/2015 menjadi lebih mengarah pada sebuah tujuan secara
rinci, bukan hanya membahas soal harta namun juga pada faktor-faktor penting
lainnya dalam pernikahan. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29
ayat (4) putusan MK 69/2015, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat

dibentuk bukan lagi soal harta saja, melainkan faktor yang yang dinilai penting
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oleh kedua belah pihak.!®

Pasal 29 ayat (4) putusan MK 69/2015 masih memberikan pendalaman
mengenai perjanjian perkawinan, jika suami dan isteri membuat perjanjian
perkawinan pada masa perkawinan atau setelah adanya akad nikah, maka
dinyatakan telah ada harta yang bercampur. Maka dalam memudahkan ini,
berdepdoman pada tanggal dimulai perjanjian perkawinannya, setelah adanya
perjanjian maka dapat memisahkan harta-harta tersebut. Sedangkan sebelum
adanya perjanjian maka harta memang terbentuk atau menjadi harta yang
tercampur menjadi milik kedua belah pihak.

Pembagian harta yang bercampur kemudian juga akan lebih sulit lagi,
dijelaskan dalam Pasal 1678 KUHPerd yang mana pembagian harta dalam
bentuk hibah saat masih terjalin ikatan suami isteri itu dilarang kecuali berupa
pemberian hadiah baik dalam bentuk nominal atau benda bergerak. Contohnya
saja dalam pembagian harta yang bercampur lebih besar salah satu pihak
misalnya isteri mendapat % (tiga perempat) dan suami Y. (satu perempat),
pembagian semcam ini masuk ke dalam kategori hibah, ini merupakan sebuah
hal yang dilarang dalam pembagian harta campuran.

Pandangan mengenai pembagian dan pemisahan harta perkawinan tidak
dapat dilaksanakan secara sembarangan, termasuk kedua belah pihak telah
setuju. Namun pemilikan bersama, pembagian dan atau pemisahan dapat
terjadi jika terjadi meninggalnya suami atau isteri atau perceraian suami isteri.
Sehingga ketika memang tidak ada faktor yang menodorng terjadinya

pembagian atas dasar perjanjian perkawinan, maka hal ini tidak boleh terjadi

118 Herlin, Op.Cit.
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dan masuk ke dalam harta gono-gini ketika terjadinya perceraian.

Menurut Asser De Boer perihal tanggungan hutang yang terjadi pada
perusahaan adalah dapat dinyatakan batal demi hukum. Faktor ini tidak dapat
diperjanjikan, yang mana salah satu pihak antara suami atau isteri akan
menanggung hutang yang lebih besar daripada keuntungan laba persatuan yang
diperoleh. Maka hal ini juga dilarang dalam proses perjanjian karena tidak
memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh pihak.*’

Ketegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015 juga memberikan titik berat yang mana sebelum perjanjian tersebut
disepakti, maka kedua belah pihak juga dapat membuat daftar harta mana saja
yang bisa dicampur dan atau tidak bisa dicampur sekalipun telah
melangsungkan pernikahan. Ini menjadi ketegasan dalam putusan MK tersebut,
maka ini juga memperjelas bias diperbolehkannya merinci harta mana saja
yang dapat dibagi atau tidak.

Proses ini merupakan proses dengan melekatkan pada minuta perjanjian,
jika daftar harta ini tidak dilaksanakan secara detail, kemudian terjadi
penamabahan maka juga harus dibuktikan dengan cara yang jelas. Dan jika
ketika timbul perselisihan atas benda yang tidak masuk ke dalam daftar harga
ini, maka dinilai menjadi milik kedua belah pihak dengan nilai yang sama
besarnya. Pada poin ini jika terjadi hal demikian juga tidak diberbolehkan

sampai merugikan pihak-pihak kreditor dari pasangan tersebut.

17 C. Asser-J. de Boer, Personenen Familierecht, zestiende druk, Kluwer-Deventer,
2001,301.
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B. ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Perkawinan ialah merupakan salah satu perikatan hubungan yang sakral
dan memiliki dampak hukum, khususnya di Indonesia baik dalam pandangan
hukum positif atau hukum Islam. Pernikahan yang dilaksanakan kedua belah
pihak yaitu mempelai pria dan wanita, kemudian akan menimbulkan
percampuran harta. Hal ini yang belakangan seringkali menjadi permasalahan
ketika hal terburuk dalam pernikahan yaitu perceraian terjadi.

Permasalahan yang timbul ketika terjadi perceraian baik yang
berhubungan harta ataupun asset lainnya, merupakan persoalan umum yang
seringkali terjadi. Maka sebagai upaya antisipasi kemudian dapat dilaksanakan
upaya yang mengikat lainnya dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian
perkawainan pada dasarnya dapat terjadi atau ketika dua belah pihak yang
bersepakat untuk menjalin perkawinan, ikatan yang terjadi antara laki-laki dan
perempuan tersebut kemudian juga dapat menimbulkan percampuran harta.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35
ayat (1).18

Perjanjian perkawinan akan menjadi pelindung atas terjadinya
percampuran harta, terhitung setelah adanya ikatan. Atau harta-harta tersebut

diperoleh setelah keduanya menikah, baik yang sebelum menikah maka

118 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No.
1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 35 ayat (1).
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kemudian harta tersebut masih menjadi milik masing-masing pihak.°

Percampuran harta memang menjadi persoalan ketika terjadinya
perceraian, terkadang salah satu pihak mengklaim mengenai harta tersebut bahwa
miliknya. Namun karena tidak ada legalitas yang jelas, kemudian menimbulkan
pembagian harta gono-gini yang rumit hingga persidangan berlangsung. Karena
pembagian harta gono-gini pun sangat potensial salah satu pihak tidak secara
tegas menerangkan atau menunjukkan seluruh hartanya yang diperoleh selama
pernikahan.

Persoalan inilah yang menjadi latar belakang yang kuat dan alasan
penting kenapa perjanjian perkawinan harus dibuat. Faktor terjadinya
percampuran harta menjadi salah satu alasan penting. Percampuran ini terhitung
sebelum dan sesudah adanya pernikahan, ini menjadi batasan yang mendasar
dalam hal percampuran harta. Dalam hal ini, kemudian harta yang diperoleh
masing-masing juga dapat diberikan kepada pewarisnya, sehingga tidak ada
ketentuan yang malarang atau menghatuskan harta sebelum menikah tidak boleh
diwariskan. Namun secara umum harta milik orang tua, seyogyanya diwariskan
kepada orang lain baik keturunan, saudara, atau seseorang yang ditunjuk
berdasarkan dengan surat wasiat.?°

Pandangan hukum positif kemudian memberikan kesempatan kepada
masing-masing pihak, baik suami atau isteri untuk dapat memisahkan hartanya
yang diperoleh masing-masing. Terutama pemisahan harta yang dilaksanakan
setelah pelaksanaan berlangsung, karena tentunya setelah adanya ikatan

pernikahan kemudian harta yang diperoleh merupakan harta bersama. Untuk

119 1bid.
120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35
ayat (2).
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itulah kemudian hukum positif memberikan kesempatan kepada kedua belah
pihak, apabila berkehendak untuk memisahkan hartanya masing-masing
meskipun telah berstatus suami isteri.'?*

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu PMK No. 69/PUU-
XI11/2015 pada dasarnya disahkan pada poin ketentuan dasar mengenai masa
pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat,'?> masa berakhirnya,'?® serta
masa berlaku atas penajuan tersebut. Artinya dalam PMK No. 69/PUU-XI11/2015
tersebut jelas yang mana ada kapan dibuat, kapan berakhir, dan tenggang
berlakunya perjanjian kawin.** PMK No. 69/PUU-XII1/2015 ini kemudian
dengan jelas memberikan ketegasan, khususnya pada sisi masa berlakunya
perjanjian perkawinan, sehingga tidak hanya sekedar memberikan penjelasan
mengenai poin-pon ketentuan perjanjian perkawinannya saja.

Ikatan perkawinan yang terjalin kemudian juga dapat suatu saat
menimbulkan hal-hal buruk berhubungan dengan harta, sehingga munculah
perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sendiri kemudian dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.?® Namun dalam
Undang-Undang tersebut belum secara rinci dijelaskan dengan detail perihal
poin-poin perjanjian perkawinan, yang kemudian menjadi salah satu alasan yang

memunculkan judicial review dan lahirlah PMK No. 69/PUU-XI11/2015.

121 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29
dan Pasal 66.

122 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XI111/2015, 154
dan 156.

123 1bid, 157.

124 1bid, 154 dan 156-157.

125 Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum
Dan  Sesudah  Berlakunya Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  Tentang
Perkawinan," Ensiklopedia Of Journal 1.2, (2019).
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Hukum positif menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan yang
diadopsi dalam istilah Belanda “huwelijksevoorwaarden” tertuang dalam
Burgerlijk Wetboek. Istilah asal perjanjian perkawinan ini dijelaskan dalam KUH
Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebut menjelaskan mengenai
dasar perjanjian perkawinan yang tidak terbatas pada masalah yang berhubungan
dengan harta saja, melainkan juga semua faktor yang berhubungan dengan rumah
tangga yang disepakati oleh kedua pihak yang membuat perjanjian, misalnya saja
kekerasan dalam rumah tangga.'®

Menilik dari sejarahanya, perjanjian perkawinan di Indonesia
diperkenankan dibuat sejak berlakukanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) pada 1 Mei 1848 silam. Hingga berkembang dan mendapatkan
penagasan-penagasan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, hingga akhirnya belakangan ini lahirnya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015. Esensi mendasar perjanjian perkawinan
sendiri dalam pandangan hukum positif juga tidak bertentangan dengan syara’,
Khususnya hukum Islam. Karena tujuan dari perjanjian perkawinan ini
dilandaskan untuk menjaga semua pihak agar tidak saling merugi pasca
timbulnya ikatan pernikahan.

Perkawinan pada dasarnya menjadi sebuah hal penting yang berhubungan
dengan kesetiaan, kebersamaan, dan jalinan hubungan yang harmonis oleh laki-
laki dan perempuan. Perjanjian perkawinan yang dibuat inilah kemudian menjadi

pelindung lainnya, dari ketentuan dasar pernikahan itu sendiri yaitu rukun dan

126 Muchsin, Perjanjian Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Nasional, (Jakarta: Varia
Peradilan No.273 edisi Agustus 2008), 7.
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syarat nikah. Harapannya dengan perjanjian perkawinan dapat mendorong agar
senantiasi kedua belah pihak, hendak menepati janjinya.'?’

Perjanjian perkawinan lebih baik dibuat sebelum perkawinan terjadi,
karena ini juga akan memberikan kejelasan mengenai harta yang didapat sebelum
dan setelah menikah. Perjanjian juga harus memiliki legalitas yang sah dan kuat,
khususnya dibuat oleh notaris, dan diajukan kepada dinas pencatatan. Catatan
penting dalam perjanjian perkawinan yaitu tidak dapat dirubah mengenai poin-
poin perjanjian perkawinan, kecuali memang terdapat ketentuan mengikat
lainnya. Kemudian mengenai harta perkawinan adalah semua harta yang
diperoleh oleh pasangan suami isteri dalam perkawinan, kecuali:*?® 1), Harta
yang didapat dari hadiah, 2) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, 3) Harta
yang diperoleh suami atau isteri setelah dibuat perjanjian pemisahan harta, 4)
Harta yang tidak termasuk dalam harta yang diperjanjikan oleh para pihak
suami-isteri.

Penegasan mengenai perjanjian perkawinan terjadi ketika dikeluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015. Ini merupakan
putusan yang berhubungan dengan pengujian materil terhadap Pasal 29 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada
waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah
pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

127 patricia McGee Crotyy, Family Law in United States Changing Perspectives, Peter Lang
Publishing, 1999, 57.
128 |_aura M. Walker, Family Law and Public Policy, Wolters Kluwer, 2015, 111.
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Perubahan norma tersebut tentu saja menimbulkan berbagai aspek hukum
yang harus disikapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pihak Catatan Sipil
dan KUA yang bertindak sebagai institusi pencatat dari keberadaan perjanjian
perkawinan yang harus menyiapkan perangkat atau mekanisme terhadap
pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Demikian
pula instansi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang juga harus
menyiapkan perangkat dan mekanisme terhadap kemungkinan adanya gugatan-
gugatan dari pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan dibuatnya perjanjian
perkawinan setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.
69/PUU- XI11/2015, membawa pergeseran makna dan pergeseran norma
hukum. Istilah perjanjian kawin dalam norma hukum di Indonesia diatur pada
Bab Ketujuh, Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 Burgerlijk Wetboek
atau yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1974 lahirlah
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan
74), yang juga mengatur tentang perjanjian kawin pada Bab V Pasal 29. UU
Perkawinan ini merupakan hukum pertama yang mengatur tentang perkawinan
yang berdasarkan hukum Islam.?°

Pandangan para ahli mengenai perjanjian perkawinan memiliki definisi
yang seragam meskipun memiliki satu atau dua perbedaan kecil, pertama Soetojo
Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan

merupakan perjanjian yang dibuat sebelum atau ketika pernikahan dilaksanakan,

125 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1992), 77.
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isi dalam perjanjian ini khusus berhubungan dengan harta kekayaan mereka atau
yang timbul akibat perkawinan terjadi.’3*® Kedua, R. Subekti memberikan
pemahaman mengenai perjanjian perkawinan yang mana perjanjian yang boleh
asalkan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang, khususnya mengatur
harta bendanya.'®! Ketiga, Komar Andasasmita menjelaskan perjanjian ini dibuat
sebelum berlangsungnya pernikahan yang mengatur mengenai harta kekayaan
yang didapatkan pada masa pernikahan.*?

Fakta yang ada memberikan gambaran yang jelas bahwa tidak semua
orang memahami mengenai perjanjian perkawinan, hal ini masih menjadi sebuah
persoalan yang pada dasarnya membutuhkan sosialisasi lagi dari berbagai pihak
terkait. Bahkan dalam berbagai latar belakang kasus perceraian yang ada di
Indonesia, ketika membahas mengenai harta yang didapatkan setelah menikah
menjadi awal konflik pasca terjadinya perceraian. Padajal jika mengetahui adanya
perjanjian perkawinan maka hal demikian dapat mencegah timbulnya
permasalahan baru, setelah terjadinya perceraian.t3

Fakta empiris lainnya juga menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi
tidak selalu berhubungan dengan hal yang bersifat materialistik, namun banyak
faktor yang merugikan lainnya yang dapat menjadi pemicu renggangnya sebuah
hubungan pernikahan. Hal inilah yang kemudian juga dapat diatur dalam

perjanjian perkawinan, yang mana perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal

130 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga,
(Bandung: Alumni,1987), 57.

131 R. Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1994), 9.

132 gysanti, Dyah Ochtorina. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum
Bagi Pasangan Suami Isteri (Perspektif Magqashid Syari’ah)." Ulul Albab: Jurnal Studi dan
Penelitian Hukum Islam 1.2 (2018), 1-30.

133 1bid.
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yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya konflik tambahan pasca
terjadinya perceraian.

Perjanjian perkawinan sendiri secara rinci dan gambang tidak dijelaskan
dalam Al-Qur’an dan Hadits. Namun agama juga tidak memberikan larangan
selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan syara’, norma dan
kesusilaan. Karena tujuan utama dalam perjanjian perkawinan adalah mencari
kebaikan dan berupaya menghindari keburukan yang terjadi. Ini menjadi aspek
penting yang mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat oleh kedua belah
pihak.t%*

Pandangan ilmu fikih mengenai istilah perjanjian perkawinan tidak
ditemukan kejelasan, karena prinsip utama dalam pernikahan Islam yaitu adanya
ijab kabul harus dilaksanakan dengan rukun dan syarat pernikahan. Pembahasan
mengenai syarat yang ditentukan dalam perkawinan, tidak sama dengan syarat
perkawinan yang dijelaskan dalam kitab fikih karena pembahasan dalam syarat
perkawinan itu adalah syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan.!%

Hubungan natara syarat perkawinan dengan perjanjian perkawinan sendiri
merupakan dua hal yang berbeda, karena syarat perkawinan merupakan hal wajib
yang harus dilaksanakan pada pernikahan. Sedangkan perjanjian perkawinan
merupakan hal lain di luar ketentuan syarat pernikahan seseroang. Bahkan
perjanjian perkawinan juga tidak berhubungan dengan syarat sahnya pernikahan
tersebut berlangsung.

Legitimasi nash mengenai perjanjian perkawinan memang tidak diatur

secara khusus dalam ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Namun meskipun demikian

134 pProjodikoro Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1964), 8.
135 Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan,cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), 145.



106

tinjauan hukum dalam perjanjian perkawinan ini juga tidak boleh melanggar
ketentuan umum aspek perjanjian umum. Di dalam Islam tentunya juga diatur
mengenai perjanjian, meskipun itu tidak serta merta merupakan perjanjian
perkawinan setidaknya terdapat asas yang dapat digali dari sebuah perjanjian yang
baik dalam ajaran Islam. Karena pada prinsipnya perjanjian merupakan sebuah
ikatan yang harus ditepati, janji dalam konteks ajaran Islam merupakan sebuah hal
yang wajib dan harus ditepati baik janji manusia dengan Tuhan ataupun manusia
dengan manusia, sebagaimana penegasan dalam surat Al Ma’idah ayat 1 yang
berbunyi:

uuuuuu

il ol ot 52 e (B o ) T s 0 00l 1] ke T
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqgad itu, dihalalkan

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.l36

Misalnya saja dalam Al Ma’idah ayat 1, Allah meminta manusia menepati
agad-agad, hal ini menjelaskan bahwa sesuatu yang telah ditentukan atau
diperjanjikan merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan atau ditepapi.

Ketentuan serupa juga dijelaskan pada ayat yang lain, pada surat Al

Isra’ ayat 34 Allah menyatakan:

¥ e 58 gall G agally 1851570l g i (sl a0 ) sl 02 1558 Y5
Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji;
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.**’

Surat Al Isra’ ayat 34 lebih jelas lagi dalam membahas mengenai

menepati janji, bahkan dalam pandangan ajaran Islam setiap janji yang dibuat

136 Kementerian Agama RI, al-Qur ‘an dan Terjemahnya, (Jakarta:Kalim, 2011), 107.
137 1bid, 286.
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akan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu menepati janji
merupakan sebuah kaharusan yang dilaksanakan oleh seseorang. Karena suatu
saat hukum llahi akan menagihnya jika janji tersebut tidak ditepati.

Rasulullah mengatakan tentang keharusan menepati janji ini menjadi
sebuah bentuk ajarannya. Dari keterangan nash di atas juga menjelaskan bahwa
perjanjian yang dimaksud yang diperbolehkan adalah perjanjian yang tidak
bertentangan dengan syari’at dan tidak sah hukumnya perjanjian yang
bertentangan dengan syari’at dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi
masing-masing pihak untuk menunaikan atau memenuhi perjanjian tersebut.
Dengan kata lain perjanjian yang bertentangan dengan syari’at dianggap batal
demi hukum. Dalam hal hukum perjanjian perkawinan ini meskipun Al-Qur’an
dan Hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian
perkawinan namun ditetapkan kebolehan melakukan suatu perbuatan karena
segala perbuatan dalam muamalah menurut asalnya adalah boleh selama tidak ada
dalil yang mengharamkannya.**®

Perjanjian perkawinan ketika dipandang ke dalam perspektif maslahah
mursalah menjadi sebuah upaya untuk menjaga hubungan yang baik dalam rumah
tangga, termasuk berupaya untuk mencegah dampak buruk akibat putusanya
sebuah hubungan. Pada dasarnya perjanjian perkawinan harus disepakati oleh
kedua belah pihak, dengan tujuan akhir hubungan yang harmonis. Hal ini juga
sejalan dengan perspektif maslahah mursalah yang mana mengupayakan
kebaikan dan menjauhi keburukan, termasuk dengan adanya perjanjian

perkawinan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.

138 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah; alih bahasa oleh Moh. Thali, cet. 7, (Jakarta: Al Ma’arif,
1990) 72
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Pandangan mengenai maslahah mursalah secara term atau istilah, terdapat
komilasi di beberapa kalangan madzhab ulama’ ushul. Misalnya saja definisi yang
diterangkan oleh al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah merupakan sesuatu
yang diberikan nilai atau pandangan yang baik oleh akal sehat, pandangan ini
beralasan karena berupaya mendatangkan kebaikan dan menghindarkan
keburukan, hal ini pun juga sejalan dengan tujuan syara’ dalam penetapan
hukum. 3

Imam Al-Ghazali kemudian mendefenisikan maslahat secara garis besar
adalah bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.4°
Ibnu Taimiyah, dalam kutipan Imam Abu Zahrah,*** menerangkan bahwa
maslahat ialah pandangan mujtahid mengenai perbuatan yang bertujuan
mendatangkan kebaikan yang jelas dan bukan merupakan perbuatan yang
berlawanan dengan ketentuan syara’.

Konsep mengenai maslahah mursalah ini mengutip dari Taufiq Yusuf al-
Wa’i, bahwa al-Ghazali, yang dapat menerima maslahah mursalah terbatas hanya
pada persoalan-persoalan yang bersifat daruri.!*?> Menurut al-Isnawi asy-Syafi‘i
(w. 772 H), bahwa al-Ghazali dan al-Baidawi, menerangkan maslahah mursalah
itu khusus digunakan dalam masalah-masalah yang bersifat daruri, selain itu tidak
dapat digunakan.'*® Pandangan lainnya al-Isnawi juga sependapat jika maslahah

mursalah tidak digunakan dalam penetapan sebuah hukum.

139 Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis,
2011), 538.

140 Al-Ghazali, al-Mustasfa, Maktabah Al-Jumdiyah, (Mesir, 1971), 251.

141 Muhammad Abu Zahrah, Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Figluh,
(Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir), 1995.

142 Taufiq Yasuf al-Wa‘, al-Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah, 251.

143 1pid., 252.
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Menurut asy-Syaukani (1250 H), seperti dikutip oleh Taufig, ada empat
kelompok dalam menanggapi eksistensi maslahah mursalah sebagai dallil.
Kelompok pertama, kata asy-Syaukani adalah kelompok yang berpendapat bahwa
maslahah mursalah sama sekali tidak bisa dipakai sebagai dalil. Kelompok ini
merupakan pendapat jumhur. Kelompok kedua, menurut asy-Syauani adalah
kelompok yang berpandangan bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai
dalil secara mutlak. Pandangan ini dikemukakan oleh Malik. Menurut al-Juwaini
dalam bukunya al-Burhan, ia mengatakan bahwa maslahah mursalah itu memang
pendapatnya Malik. asy-Syafi‘i dalam gaul gadimnya juga berpendapat demikian,
seperti Malik. Penisbatan kepada Malik ini dibantah oleh beberapa orang
pengikut mazhab Maliki. Menurut mereka, Malik tidak pernah berpendapat
demikian. Hal itu terbukti bahwa di dalam kitab Malik tidak ditemukan pendapat
yang demikian. Adapun kelompok Kketiga, masih menurut asy-Syaukani,
berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat digunakan sejauh sesuai dengan
syariah. Pandangan ketiga ini didukung oleh Ibn Burhan dalam bukunya al-
Wajiz. Disamping Ibn Burhan, asy-Syafi‘i dan sebagian besar sahabat atau
pengikut Abu Hanifah, mereka sering menggunakan maslahah mursalah sebagai
dalil hukum dengan syarat sesuai dengan maslahah mu ‘tabarah. Sedangkan
kelompok keempat berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat digunakan
sejauh untuk kebutuhan daruri. Kelompok keempat ini dipegangi oleh 1bn Daqiq
al-‘Id. Dari sini, Ibn Dagiq berpendapat demikian sebagai bentuk kehati-hatian
agar jangan sampai keluar dari ketentuan syariah.'** Maslahah mursalah itu

adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum

144 1bid., 253.
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ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah,
baik diterima maupun ditolak. Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat
tentang kehujahan maslahah mursalah sebagai dalil hukum.

Maslahah Mursalah sebagai suatu metode berijtihad dapat digunakan
untuk melihat apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015
telah sesuai dengan tujuan syara’ untuk mencapai suatu keadilan dan
kemaslahatan.

1. Ditinjau dari kedudukan Maslahah Mursalah sebagai sebuah metode

Imam Al-Ghazali membagi maslahah mursalah kepada tiga macam
bagian berdasarkan dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’, yang pertama
adalah maslahah yang dibenarkan oleh syara’, maslahah yang dibatalkan
oleh syara’ dan yang ketiga maslahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula
dibatalkan oleh syara’. Maslahah mursalah dalam kategori putusan
Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU-XI11/2015 termasuk kedalam
maslahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’.

Diidentifikasinya maslahah mursalah haruslah terlebih dahulu diteliti
ada atau tidak adanya perintah atau larangan yang membolehkan atau
melarang  tentang persoalan  hukum yang dicari  baik dalam  Al-
Qur’an maupun hadist, jika hal tersebut tidak dijumpai, maka barulah
boleh dilakukan ijtihad untuk menemukan suatu maslahah. Dalam hal ini
persoalan hukum yang akan ditentukan hukumnya adalah terkait tentang
perjanjian perkawinan.

Terkait dengan perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan

sebuah hal yang tidak dilarang dala ajaran agama islam maka dalam
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pandangan syara’ sejauh perjanjian yang ditetapkan tidak bertentangan
dengan Al-Qur’an dan Hadits maka ini merupakan sebuah hal yang boleh
dan sah. Terlebi lagi jika dipandang dalam perspektif persepektif maslahah
mursalah sebagai upaya untuk menjaga atau memperkuat sebuah hubungan

dalam ikatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran dan juga

kaidah fikih.
3% 5l
Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan lebih
kecil. 14

Azl cola e 28% aulall £ 5
Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat kebaikan., 146
A1 &Y A 85N Y%

“Apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian meninggalkan

semua.”*

Aozl U dagia 45 50 e alay) Caias
“Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat. 8

Serta ayat Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

B 5% o0 b £ 58 (s Kia ) (Ll st sl s 0 1 sl e Gl il
S5t Grdly 5 Al AW a5l s Al Gshat B8 G J sl
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al
Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59).
2. Ditinjau dari syarat-syarat berijtihad dengan Maslahah.
Imam Al-Ghazali menilai bahwa maslahah mursalah merupakan

suatu dalil yang berdiri sendiri yang mana terlepas dari Al-Qur’an dan

sunnah dan ijma. Dalam maslahah mursalah Imam Al-Ghazali membuat

145 Abd. Hamid Hakim, Mabadi' Awwaliyah, (Jakarta: al-Maktabah as-Sa'adiyah Putra,
t.th), 3.

148 |bid., 35.

147 |bid., 35.

148 |hid., 40.
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batasan-batasan operasional untuk dapat diterimah sebagai dasar penetapan
hukum, diantaranya adalah:
a. Maslahah mursalah itu harus sesuai dengan tujuan Magasid Syariah

yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015 batasan
melakukan perjanjian perkawinan berubah menjadi “selama perkawinan
berlangsung”. Sebagaimana diketahu bahwa dalam dalam membuat
perjanjian perkawinan tidak ada batasan selama tidak melanggar norma
hukum dan norma agama.

Dalam hal memelihara agama, para pihak boleh memperjanjikan
apapun selama perkawinan berlangsung, misalnya para pihak berjanji
untuk tetap memeluk agama yang dianutnya, atau para pihak tidak boleh
melalaikan ibadah.

Memelihara jiwa para pihak dapat memperjanjikan segala sesuatu
yang berkaitan dengan keselamatan jiwa  masing-masing pihak.
Contohnya tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik
secara fisik maupun mental.

Memlihara akal para pihak dapat memperjanjikan larangan untuk
tidak mengkonsums minum-minuman yang memabukkan atau haram,
pemakaian narkoba, dan hal-hal lain yang dapat merusak akal.

Memelihara harta suami isteri dapat memperjanjikan untuk
melakukan pemisahan harta dalam perkawinan, sehingga harta suami
dan isteri tidak bercampur dan dapat dipergunakan untuk keperluan

masing-masing pihak.
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Memelihara keturunan  kedua belah pihak dapat membuat
perjanjian yang isinya terkait pelarangan untuk berzina, berhubungan
dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan muhrim, serta larangan
dalam berpoligami tanpa persetujuan isteri.

Maslahah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015 batasan
melakukan perjanjian perkawinan berubah menjadi “selama perkawinan
berlangsung,” maka perjanjian perkawinan jika dilakukan setelah
perkawinan berlangsung karena suatu sebab tertentu yang membutuhkan
tidaklah bertentangan dengan nash, sehingga putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor  69/PUU-XI11/2015 vyang terbaru ini  memiliki
maslahah yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah.
Sebagaimana harta benda dalam perkawinan pada prinsipnya adalah
harta terpisah.

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 32 tentang
hak kepemilikan sesorang berdasarkan apa yang mereka usahakan.

Sl 3 AR Uik bl IR 0% i e & 4 ) O s 15565 ¥

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.
(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan
bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.

Maka perjanjian perkawinan jika dilakukan setalah perkawinan
berlangsung kerena sebab tertentu tidaklah bertentangan dengan dengan

nash, sehingga putusan ini sesungguhnya memiliki maslahah yang tidak

bertentangan dengan Al-Qur’an dan as-Sunnah.
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c. Maslahah karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh
masyarakat bukan dugaan semata.

Imam Al-Ghazali membuatan batasan maslahah yang dikandung
dalam putusan haruslah menempati level daruriyyah dan hajjiyah
(sekunder) yang setingkat dengan daruriyah. Jika dilihat Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XI111/2015 sangat berkaitan dengan
kepentingan sekunder. Sebagaimana contoh dalam sebuah kasus
seseorang Yyang tidak melakukan perjanjian harta terpisah dengan
suaminya yang kebetulan warga negara asing sehinggaia tidak
mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia yaitu memiliki
rumah hunian. Apabila hal ini tidak dirubah maka semua warga negara
Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan tidak
melakukan perjanjian perkawinan maka selamanya tidak mendapatkan
hak memiliki tanah karena konsep harta dalam perkawinanya adalah
harta bersama yang berakibat pada kepemilikan tanah juga dimiliki oleh
warga negara asing dan itu tidak diperkenankan menurut ketentuan
UUPA.

Maka dapat disimpulkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.
69/PUU-XI11/2015 benar-benar mengandung maslahah yang diperlukan
masyarakat dan memiliki kepentingan yang nyata. Mempertimbangkan
aspek maslahah dalam merumuskan ulang aturan tentang perjanjian
perkawinan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-

XI11/2015 sangat relevan dengan dengan konsep Ramadhan al-Buthi.4®

149 Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Dhowabit al-Maslahat fi al-Syariat (Damaskus:
Dar al-Fikr, 2005), 23
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A % 8 Aaliaal) Sias s Ll
Di mana pun terdapat kemaslahatan maka di situlah ada syari’at Allah.

Dan juga di dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah 115.

ads 2045 gl

Dimana saja manusia mengarahkan wajahnya di situ ada wajah Allah.
Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
XI11/2015 benar-benar membawa kemaslahatan dan keuntungan serta menolak
kemudharatan berdasarkan ruh, jiwa dan nilai-nilai hukum Islam, serta tidak
bertengan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang artinya konsep
perjanjian perkawinan merupakan hal yang diperbolehkan, baik dalam pandangan
hukum positif ataupun hukum Islam. Terlebih lagi sesuai dengan prinsip

maslahah yang menguntungkan sebuah hubungan suami isteri.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pertama, Putusan MK No 69/PUU-XI11/2015 tersebut bertujuan untuk
menjadi pedoman dalam membuat perjanjian perkawinan yang menguntungkan
kedua belah pihak, yaitu pihak suami ataupun pihak isteri. Perjanjian kawin
merupakan perjanjian tentang aspek-aspek perkawinan yang timbul selama
perkawinan berlangsung. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI111/2015 menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum,
pada saat dan selama perkawinan berlangsung, dan terdapat beberapa format
dari model perjanjian kawin yang dapat menjadi panduan bagi para notaris
yang akan membuat akta perjanjian kawin dan terdapat pula surat edaran dari
Dirjen Dukcapil terkait Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015
sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Produk hukum putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 sudah mengandung unsur maslahah
karena berdasarkan Maqasid Syariah yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal,
harta, dan keturunan. Aspek yang lebih penting lainnya karena tidak
bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah. Pada prinsipnya ketika Putusan
MK No 69/PUU-XI1/2015 sejalan dengan prinsip maslahah mursalah yaitu

bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan.
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B. Implikasi
Perjanjian Perkawinan jika diimplementasikan sesuai syara’ maka hal
ini merupakan sebuah hal yang boleh. Namun ketentuannya perjanjian yang
dibuat tidak melanggar syara’, bahkan hal ini dapat menjadi pendorong konsep
Maslahah Mursalah sebuah hubungan perkawinan. Jika Putusan MK No
69/PUU-XI11/2015 selaras dengan konsep syara’ Khususnya dalam hal ini pada
perkawinan Islam, hal ini juga bagus sebagai upaya maslahah mursalah dalam
sebuah hubungan perkawinan.
C. Saran
Kajian penelitian ini mengenai Putusan MK No 69/PUU-XI1/2015
terbatas dalam kajian dalam perkawinan Islam, karena dilakukan analisis dalam
pandangan Maslahah Mursalah. Maka guna pengembangan penelitian lanjutan
dapat dikaji lebih mendalam mengenai Perjanjian Perkawinan menurut Putusan
MK No 69/PUU-XI1/2015 sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang melekat

dalam ajaran masing-masing agama yang diakui di Indonesia.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Perjanjian Perkawinan
Format pencatatan Perjanjian Perkawinan berdasarkan surat edaran dari Dirjen
Dukcapil tersebut dapat dlihat dalam contoh dibawah ini.

Il A. Format Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta

Perkawinan
CATATAN PINGGIR
PERJANJIAN PERKAWINAN

PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun......
yang dibuat di hadapan Notaris....... yang berkedudukan di....... telah mengadakan
kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akta

perkawinan.
..................... yererirnenennn 20

Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.



I1 B. Format Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan pada Register
Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR

PERUBAHAN/PENCABUTAN *) PERJANJIAN PERKAWINAN PADA REGISTER
DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan... tahun.... yang
dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... telah dilakukan
perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor.... tanggal..... bulan.....
tahun... yang dibuat di ahadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran

dalam akta perkawinan.
..................... .

Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.

Lampiran I1I: Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Il A. Format Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta
Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara...
Nomor.... tanggal....... bulan...tahun.... telah dilaporkan akta perjanjian perkawinan
Nomor.... tanggal... bulan.... tahun.... yang dibuat di hadapan Notaris.... yang
berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan

surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
..................... U

Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.



Il B. Format Surat Keterangan Pencatatan Perubahan/Pencabutan Pelaporan Perjanjian
Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang
Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.... tanggal.... bulan.... tahun.... yang
dibuat di hadapan Notaris....... yang berkedudukan di......... bahwa Notaris..... yang
berkedudukan di..... bahwa sesuai akta perkawinan atau dengan nama lain yang
diterbitkan oleh Negara.... Nomor.... tanggal... bulan.... tahun.... telah dilakukan
perubahan/pencabutan®) atas akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal.... bulan...
tahun.... yang dibuat di hadapan Notaris.... yang berkedudukan di.... sebagai lampiran
dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan

perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
..................... U

Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.
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